
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PB.o2|MEN/2O12
NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA

PF]NDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR O 1 TAHUN 201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

lrlcnimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dari
Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2OII tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kcpala Radan Kepegawaian Negara tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor O1 Tahun 2OlI tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44331 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2008

tentang. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-Undang 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 108);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

27e7);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 l\omor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 20 10 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2olo Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor !22, Tanrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a332\;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
pengadaan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2

Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a94;
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Tahun 2000 \lomor L96, Tambahan

7.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OI7)
' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor L2 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik
indonesia 'Iahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263]|sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor

r6fl;
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Inclonesia Tahun 20lo Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2oo9 tentang

Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2OlI;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 'lahun 2010 tentang

Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, T\rgas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92

Tahun 2Oll;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 19

Tahun 2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah

terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 14 Takrun 2008;

16. Peraturan ivlenteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER/ 15/MEN/ 2OlO tcntang organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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17. Peraturan Menteri. Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2OLl tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka
Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN

PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATUR.F'N MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI NOMOR O 1 TAHUN 2OI1 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKAI{AN DAN ANGKA

KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan

wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan

perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan perikanan.

3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

4. Pengawas Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional

Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam

pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan

teknik kerja tertentu.

5. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional
pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan

pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan,

metodologi, dan teknik analisis tertenttt.

6. Pengawasan perikanan adalah kegiatan pengawasan yang

bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan,

penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar
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konsisten dalam penerapan standar teknologi dan
peraturan terkait.

Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan meliputi
persiapan, pengawasan kegiatan pada unit Usaha
Pembudidayaan Ikan, perlgawasan produksi dan
distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan
lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan
rekomendasi.

I(egiatan psngawasan penangkapan ikan meliputi
persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan
pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer,
melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan
perikanan, arralisa, evaluasi, dan rekomendasi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi
persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian,
pengelolabiakan murni/toksin, monitoring, penerapan
sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dan berttrgas menilai prestasi
kerja Pengawas Perikanan.

Standar l(orhpetensi adalah standar kemampuan yang
disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta
sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat
jabatan.

Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas
penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan
tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan
pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang

berwenang.

14. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan
adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

15. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri,
Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, I{epala Pelaksana Harian Badan
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Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan
I(esekretariatan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh
pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian
dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah
Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
adalah Bupati / Walikota.

Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan
sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan
Pengawas Perikanan adalah pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan
fungsional Pengawas Perikanan dan bukan pemberhentian
sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOI(, BIDANG TUGAS, RUMPUN

JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi
pemerintah Pusat dan Provinsi/ Kabupaten / Kota.

Bagian Kedua

T\rgas Pokok

Pasal 3

T\rgas pokok Pengawas Perikanan adalah melakukan kegiatan
pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan,

analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas

Pasal 4

Bidang tugas Pengawas Perikanan, meliputi:

a. Bidang Pembudidayaan Ikan;

19.
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b. Bidang Penar:gkapan Ikan; dan

c. Bidang Mutu Hasil Perikanan.

Bagian Keempat
Rumpun Jabatan

Pasal 5

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan termasuk dalam
rulmpun ilmu hayat.

Bagian Kelima
Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 6

(1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari :

a. Pengawas Perikanan Terampil; dan

b. Pengawas Perikanan Ahli.

(2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pengawas

Perikanan Terampil, yaitu:

e. Pengawas Perikanan Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang lllb1'

2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Pengarvas Perikanan Pelaksana Lanjutan:

1. Penata ivluda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan rutang III/b.

c. Pengawas Perikanan Penyelia:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata'lingkat I,, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pengawas

Perikanan Ahli, yaitu:

a. Pengawas Perikanan Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pengawas Perikanan Muda:

1. Penerta, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pengawas Perikanern Madya:

1. Pernbina, goiongan ruang lY la;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pernbina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
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d. Pengawas Perikanan Utama:

1. Pemhina Utama Madya, golongan ruIang IV/d; dan

2. Pembina Utama, golongan rutang IV/e.

BAB III
RINCIAN KEGIf\-i}'N PENGAWAS PERIKANAN SESUAI DENGAN

JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 7

il) Rincian kegiatan Penganvas Perikanan Terampil sesuai

dengan jenjang.jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji
kualitas air atau tanah dalam rangka
pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan
ikan;

b) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian

laboratorium untuk sarana produksi budidaya
ikan/ udang/ rtrmput laut;

c) melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;

d) rnelakukan pemeriksaan benih/induk secara

rnorfometrik dan meristik;

e) rnetakukan pemeriksaan pakan ikan alami;

0 melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka
proses pembudidaYaan ikan;

g) nrenyiapkan bahan dan peralatan untuk uji
kualitas air atau tanah dalam rangka
pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan

ikan;

h) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian

laboratorium untuk sarana produksi budidaya
ikan/ udang/ rumPut laut;

i) melakukan pemeriksaan s'umber benih/induk;

j) melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi
pasca panen benih/induk/ ikan konsumsi;

k) melakukan pemeriksaan pengemasan hasil
produksi pasca panen benih/induk/ikan
kcnsumsi;
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l) melakukan pengawasan persiapan peralatan dan
bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi
sarana budidaya;

m) melakukan persiapan bahan dan peralatan
dalam rahgka pengawasan sumberdaya
induk/benih; dan

n) melakukan persiapan alat dan bahan untuk
pengukuran dalam rangka pengawasan
lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Biciang Penangkapan Ikan:

a) mengumpulkan data dalam rangka pen)rusunan
rencana kerja bulanan;

b) meiakukan pefrgumpulan data dalam rangka
pen5rusunan rencana kerja triw-ulan;

c) melakukan pemeriksaan dokumen alat
penangkapan ikan;

d) meneliti dokumen mesin kapal perikanan;

e) mengumpulkan dan memeriksa pengisian log
book perikanan;

f) mengumpulkan sampel ikan dalam rangka
pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan
perikanan/ sentra nelayan;

g) mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam
rangka pengawasan hasil tangkapan di
pelabuhan perikanan/ sen bra nelayan;

h) mengumpulkan data jenis dan spesifikasi
fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan
fasilitas pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan;

0 mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan
fasilitas dalam rangka perneriksaan pemanfaatan
fasilitas pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan;
dan

j) mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di
pelabuhan perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam pen5rusunan rencana
perlgawasan tahunan;

b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan
teknis pengawasan bulanan;

c) mengumpulkan data sekunder dalam rangka
mellrusun rancangan teknis pelaksanaan;
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d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan
(monitoring) penanganan hasil perikanan;

e) melaksanakan penanganan contoh selama
transportasi dalam rangka pengambilan contoh
untuk
verifikasi;

penguj ian/ monitoring/ sertifikasi /

f) melakukan pemusnahan contoh (cuplikan
contoh, media reagensia, kemasan);

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kqlayakan dasar Sanitation Standard Operational
Procedure (SSOP) dan Good Manufacture
Practices (GMP) di unit pengolahan ikan skala
kecil;

menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala menengah;

menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala besar;

mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian
panduan mutu Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP);

k) melakukan pengkondisian peralatan/ruangan
laboratorium;

1) membuat media/pelarut dalam rangka
menyiapkan media/ reagensia;

m) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat
sederhana;

melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;

melakukan perawatan contoh meliputi
pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan;

p) melakukan preparasi contoh;

q) rnelakukan pengujian contoh tingkat sederhana;

r) meiakukan pengujian contoh tingkat sedang;

s) membuat instruksi kerja peralatan sederhana;
dan

t) menjadi anggota dalam rangka pembuatan
evaluasi dan pelaporan.

n)

o)
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b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) mengumpulkan data sekunder dalam rangka
men5rusun rancangan teknis pelaksanaan
pembudidayaan ikan;

b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan
dokumen teknis dan non teknis dalam rangka
pemeriksaan dokumen unit usaha
pembudidayaan ikan;

c) melakukan pengamatan dan pencatatan
prasarana pokok, pendukung, penunjang dalam
rangka pemeriksab,n prasarana pembudidayaan
ikan;

d) melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;

e) melakukan pemeriksaan pupuk organik;

0 melakukan pemeriksaan seleksi benih/induk/
bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;

g) melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk
induk/benih/pembesaran dalam proses

pembudidayaan ikan;

h) melakukan pemeriksaan sanitasi dan hggiene
pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan

i) melakukan pemeriksaan distribusi pasca panen

benih/ induk/ ikan konsurnsi.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) melakukan pengolahan data dalam rangka
pen5rusunan rencana kerja bulanan;

b) melakukan analisa data dan informasi dalam
rangka penyusunan rencana kerja bulanan;

c) meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan
perikanan/ sentra nelayan;

d) meneliti dokumen alat bantu penangkapanl
rumpon dalam rangka pegawasan alat bantu
penangkapan ikan;

e) memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal
perikanan; dan

0 menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan
Beriayar (SPB) dalam rangka merencanakan
persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran
perikanan.
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3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam pen5rusunan rencana
pengawasan tahunan;

p) menjadi anggota dalam pen5rusunan rancangan
teknis pengawasan bulanan;

c) mengumpulkan data primer dalam rangka
menJrusun rancangan teknis pelaksanaan;

d) menjadi anggota dalam meiakukan pengamatan
(monitoring) penanganan hasil perikanan;

e) melaksanakan pengambilan contoh dalam
rangka
penguj ian / monitoring / sertifi kasi / verifi kasi;

f) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala kecil;

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala menengah;

h) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala besar;

i) mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit
penerapan HACCP;

j) merawat dan mengkondisikan peralatan uji
sederhana;

k) membuat larutan standar/larutan kerja dalam
rangka penyiapan media/ reagensia;

1) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat
sedang;

m) meiakukan pengujian conloh tingkat sulit;

n) membuat instruksi kerja peralatan tingkat
sedang; dan

o) menjadi anggota dalam rangka pembuatan
evaluasi dan pelaporan.

c. Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan lkan:

a) mengumpulkan data primer dalam rangka
men5rusun rancangan teknis pelaksanaan
pembudidayaan ikan;

b) menjadi anggota dalam rangka men5rusun

rancangan teknis pengawasan pembudidayaan
ikan;
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c) melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;

d) melakukan pemeriksd.an pemijahan induk dan
penetasan telur dalam rangka proses
pembudidayaan ikan;

e) melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan
untuk induk/benih/pembesaran dalam proses

pembudidayaan ikan;

f) melak-ukan pemeriksaan pengelolaan panen
dalam proses pembudidayaan ikan;

g) melakukan pemeriksaan catatanf rekaman
kegiatan usaha pembudidayaan ikan;

h) melakukan pengujian dan penilaian mutu
pakan; dan

i) meiakukan pemeriksaan kondisi lingkungan
pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan lkan:

a) melakukan pengolahan data dalam rangka
penyusunan rencana kerja triwulanan;

b) mengukur spesifrkasi teknis kapal perikanan;

c) melakukan tabulasi data log book perikanan;

d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan
dokumen kapal perikanan; dan

e) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal
perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanau:

a) menjadi anggota dalam pen)rusunan rencana
pengawasan tahunan;

b) menjadi anggota dalam pen5rusunan rancangan

teknis pengawasan bulanan;

c) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan
(monitoriirg) penanganan trasil perikanan;

d) menentukan pengambilan contoh dalam rangka
pengujian / monitoring/ sertifikasi / verifi kasi;

e) menentukan pemusnahan contoh (cuplikan
contoh, rnedia reagensia, kemasan);

f) menjadi anggota dalarn rangka penilaian

kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala kecil;

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian

kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala menengah;
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h) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit

,pengolahan ikan skala besar;

i) melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/
rurangan laboratorium;

j) merawat dan mengkondisian peralatan uji
tingkat sedang;

k) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat
sulit;

1) membuat instruksi kerja peralatan,tingkat sulit;
dan

m) menjadi anggota dalam rangka pembuatan
evaluasi dan pelaporan.

(2) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli sesuai dengan
jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Pertama, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka men5rusun
rencana pengawasan tahunan bidang
pembudidayaan ikan;

b) mengolah data dan informasi obyek pengawasan
dalam rangka men5rusun rancangan teknis
pelaksanaan;

c) menjadi anggota dalam rangka men5rusun
rancangan teknis pengawasan;

d) rnenganalisis kelengkapan dan keabsahan
dokumen teknis dan non teknis unit usaha
pembudidayaan ikan;

e) melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana
tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan
lokasi pembudidayaan ikan;

0 melakukan pengujian dan penilaian kualitas
tanah dengan parameter fisika;

g) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air
tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika
maupun biologi;

h) meiakukan pengujian dan penilaian kualitas air
payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika
maupun biologi;

i) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air
laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika
maupun biologi;
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j) mengolah hasil pemeriksaan prasarana
pembudidayaan ikan;

k) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi
secara fisika;

l) menganalisis catatanf rekaman kegiatan usaha
pembudidayaan ikan;

m) melakukan pengujian dan penilaian mutu
pupuk;

n) mengumpulkan data dan informasi dalam
rangka and.lisis pengembangan pengawasan
produksi dan distribusi sarana budidaya;

o) melakukan penilaian spesies/varietas dalarn
rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi
sumber' ilaya induk/ benih; dan

p) melakukan pemeriksaan potensi sumber
pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan
penJrusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan
pengawaszrn ikan di kapal perikanan, di
perairan, dan di pelabuhan perikanan;

b) menganalisa data dan informasi dalam rangka
penyiapan bahan penJrusunan rencana kerja
triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di
kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan
perikanan;

c) meiakukan pengumpulan data dalam rangka
penyiapan bahan pen5rusunan rencana kerja
tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal
perikanan, di perairan, dan di pelabuhan
perikanan;

d) mengukur konstruksi dan bentuk alat
penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan
perikanan;

e) melakukan pengawasan penempatan alat bantu
penangkapan / rumpon;

0 mengukur jenis dan kematangan gonad ikan
hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra
nelayan;

g) meiakukan observasi di atas kapal; dan

h) mengendalikan alat penangkapan ikan dalam
rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan
fungsi kesyahbandaran perikanan.
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3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam rangka pen)rusunan
rencana pengawasan tahutlan;

b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan
rancangan teknis pengawasan bulanan;

c) mengolah data dan informasi obyek pengawasan

dalam rangka penJrusunan rancangan teknis
pelaksanaan;

d) menjadi anggota dalam rangka pengamatan/
monitonng penanganan hasil perikanan ;

e) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala kecil;

0 menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala menengah;

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala besar;

h) menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi
kasus penolakan impor/ekspor;

i) merawat dan mengkondisikan peralatan uji
tingkat sulit;

j) melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;

k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat
sederhana;

1) membuat tabel kendali (control chaftl dalam
rangka pelaksanaan penerapan sistem
manajemen mutu laboratorium;

m) rnelakukan penyiapan bahan uji banding dalam
rangka penerapan jaminan mutu laboratorium;
dan

n) menjadi anggota dalam rangka melakukan
evaiuasi dan pelaporan.

b. Pengawas Perikanan Muda, yaitu:

1. Bidang Pemoudidayaan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka men5rusun

rencana pengawasan tahunan bidang
pembudidayaan ikan;

b) menganalisa data dan informasi obyek

pengawasan dalam rangka men5rusun rancangan
teknis pelaksanaan;
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c) menjadi anggota dalam rangka men5rusun
rancangan teknis pengawasan;

d) merrgidentifikasi dan menginventarisasi lokasi
pernbudidayaan ikan;

melakukan pengujian dan penilaian kualitas
tanah dengan parameter kimia;

melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi
lainnya pada sarana produksi budidaya
ikan/udang/ rumpun laut;

g) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi
secara kimia;

mengumpulkan data dan informasi dalam
rangka analisis pengembangan usaha
pgmbudidayaan ikan (SDNX, penerapan teknologi,
produksi, peluang pasar);

meiakukan pengujian dan penilaian mutu obat
ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;

j) melakukan
budidaya;

pengawasan distribusi sarana

k) mengidentifikasi dan
induk/benih alam;

menginventarisasi

1) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik
dan morfometrik terhadap sumberdaya
induk/benitr;

m) melakukan upaya pengelolaan lingkungan
pembudidayaan ikan; dan

n) melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan
tanah) pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka menJrusun
rencana pengawasan penangkapan ikan
ta.hunan;

b\ menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan
peryusun€rr r€frcana kerj a bulanan pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan, di
perairan, dan di pelabuhan perikanan;

c) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan
pen5rusunatl rencana kerja triwulanan
pemeriksaan pengawasan ikan di kapal
perikanan, di perairan, dan di pelabuhan

. perikanan;

d) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan
pen5rusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan

e)

h)
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pei-gawasan ikan di kapal perikanan, di
peni:,an, dan tli pelabuhan perikanan;

e) m.e'-akukan pengolahan data bahan penJrusunan
renep.na kerja tahunan pemeriksaan pengawasan
ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di
pelabuhan perikanan;

f) mdmeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian
dalam operasi pe.nangkapan ikan;

g) memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;

h) mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan
dengan kebutuhan 'usaha penangkapan ikan;
dan

i) meirgendalikan persyaratan teknis dan nautis
kapal dari aspek keselamatan pelayaran.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam rangka pen5rusunan
rencana pengawasan tahunan;

b) rnenjadi anggota dalam rangka pen1rusunan

rar'. :angan teknis pengawasan bulanan;

:) Tlenganalisa data dan informasi dalam rangka
prSr:yusunan rancangan teknis pelaksanaan;

d) menjadi anggota dalam m.elakukan pengamatan
\ (monitoring) penangallan hasil perikanan;

e) melakukan survei dalam rangka pengambilan
contoh untuk
pgnguj ian / monitoring/ sertifrkasi/ verifrkasi;

0 menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan
dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan
skala kecil;

g) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan
dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan
skala menengah;

h) menjadi anggota dalam rangka penilaian
kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit
pengolahan ikan skala besar;

i) rneiakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu
IIACCP;

j) ::r:enjadi anggota dalam rangka investigasi kasus
perrolakan impor/ ekspor;

k) nrelakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat
seciang;
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1) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat
' sederhana;

m) membuat instruksi kerja metode pengujian
sederhana;

n) melakukan pen5rusunan dokumen sistem
menajemen mutu;

o) melakukan pemutakhiran dokumen sistem
manajemen mr-rtu;

p) melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan

q) menjadi anggota dalam rangka melakukan
evaluasi dan pelaporan.

c. Pengawas Perikanan Madya, yaitu:

1. Bidang Pernbudidayaan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka menJrusun
rencana pengawasan tahunan bidang
pembudidayaan ikan;

b) menjadi ketua dalam rangka menJrusun
rancangan teknis pengawasan;

c) melakukan pengujian dan penilaian kualitas
tanah dengan parameter biologi;

d) melakukan penilaiani pengujian sarana produksi
secara biologi;

e) mengolah dan menganalisis data dalam rangka
melakukan analisis pengembangan usaha
pembudidayaan ikan;

0 mengolah dan menganalisis data dalam rangka
pengawasan produksi sarana budidaya;

g) mengolah dan menganalisis data dalam rangka
analisis pengembangan pengawasan produksi
dan distribusi sarana budidaya;

h) mengidentifikasi dan menginventarisasi
induk/ benih hasil pemuliaan;

i) rnelakukan pemeriksaan/pengujian secara
fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;

j) mengolah dan menganalisis data lingkungan
pembudidayaan ikan;

k) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan
ikan;

1) rnerumuskan bahan rekomendasi hasil
pemeriksaan; dan
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m) mempresentasikan bahan rekomendasi.

2. Biciang Penangkapan Ikan:

a) menjadi ketua. dalam rangka penyusunan
rencana pengawasan penangkapan ikan
tahunan;

b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan
pen5rusunan- rencana kerja triwulanan
pemeriksaan

c) melakukan pengawasan ikan di kapal perikanan,
' di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

d) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan
pen5rusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan, di
perairan, dan di pelabuhan perikanan;

e) menganalisa data dan informasi bahan
penJrusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan
pengawasan ikan di kapal perikanan, di
perairan, dan di pelabuhan perikanan;

fl melakukan analisa kelayakan teknis kapal
perikanan;

g) melakukan analisa kelayakan teknis mesin kapal
perikanan;

h) melakukan analisa laporan log book perikanan;
dan

i) menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan
pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi ketua dalam rangka pen5rusunan

rencana pengawasan tahunan;

b) menjadi ketua dalam rangka penJrusunan
rancangan teknis pengawasan bulanan;

c) menjadi ketua dalam melakukan pengamatan
(monitoring) penanganan hasil perikanan;

d) meiakukan penentuan kegiatan survei dalam
rangka pengambilan contoh pengujian/
monitoring/ sertifikasi, verifikasi;

e) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan
dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan.

skala besar;

t) melakukan verifikasi rekaman audit penerapan
HACCP;



2t-

g) melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam
pelaksanaan investigasi kasus penolakan
impor/ekspor;

h) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus
penolakan;

il melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat
sulit;

j) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat
sedang;

k) melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam
rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat
kesehatan;

l) membuat instruksi kerja rnetode pengujian
sedang;

m)melaksanakan audit internal/eksternal dalam
rangka penerapan sistern manajemen mutu
laboratorium;

n) mengkaji kegiatan pelaksanaan program
monitoring hasil perikanan; dan

o) rnenjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi
dan pelaporan.

d. Pengawas Perikanan Utama, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) menjadi ketua dalam rangka menJrusun rencana
pengawasan tahunan bidang pembudidayaan
ikan;

b) mengidentifikasi dan menginventarisasi
induk/ benih ekspor I impor;

c) melakukan pemeriksaan/pengujian secara
genetik terhadap sumberdaya induk/benih;

d) mengolah dan menganalisa data sumberdaya
induk/benih;

e) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan
ikan;

0 merumuskan bahan rekomendasi hasil
pemeriksaan; dan

g) mempresentasikan bahan rekomendasi.

2. Bidang Penangkapan lkan:

a) rrielakukan analisa kelayakan penempatan alat
bantu penangkapan/ rumpon;
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b) melakukan airaiisa kebutuhan awak kapal
perikanan di kapal perikanan;

c) melakukan analisa hasil tangkapan ikan; dan

. d) menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan
pelaporan hasil pengaw€.san.

3. Bidang Mutu Flasil Perikanan:

a) memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian
kesesuaian;

' b) mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi
sistem mutu dari negara naitra;

c) melaksanakan pendampingan inspeksi dari
negara mitra;

d) menjadi ketua dalarn investigasi kasus
penolakan impor/ ekspor;

e) men5rusun rekomendasi pencabutan pembekuan
ekspor hasil perikanan;

f) .melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat
sulit;

g) melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;

h) membuat instruksi kerja metode pengujian
tingkat sulit; dan

i) men1rusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan
progrzun monitoring hasil perikanan.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas
Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Perikanan lain yang
berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengawas Pei'ikanan yang melaksanakan tugas Pengawas

Perikanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka
kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 8Oo (delapan
puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
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b. Pengawas Pefikanan yang melaksanakan tugas Pengawas
Perikanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka
kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar IOOVI (seratus
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional
Pengawas Perikanan adalah pejabat yeng berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 1 1

(1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional Pengawas Perikanan Terampil harus memenuhi
syarat:

a. berljazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan
(SMIq di bidang kelautan dan perikanan;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,
golorrgan ruang II/b; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional Pengawas Perikanan Ahli harus memenuhi
syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV bidang
Perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Pengarvas Perikanan;

b. pangkar paling rendah Penata Muda, golongan ruang
III/a; dan
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(3)

(4)

(1)
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- c. setiap unsur penilnian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam DP-3, paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pegarryai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.

Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina
jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan
fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diangkat dalam jabatan harus rnengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Perikanan
bagi yang berlatar belakang pendidikan non perikanan.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21 adalah pengangkatan untuk mengisi
lowongan formasi jabatan Pengawas Perikanan melalui
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(7) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas

Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) angka kreditnya ditetapkan 40
(empat puluh).

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan pada unsur utama tendiri atas pendidikan
formal dan tugas pokok.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk mengisi formasi
jabatan fungsional Pengawas Perikanan melalui CPNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), apabila
telah mengalami kenaikan pangkat atau telah diangkat
dalam jabatan lain maka pengangkatan dalam jabatan

fungsional Pengawas Perikanan dilakukan melalui
perpindahan dari jabatan lain.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikecualikan bagi PNS yang berqaza}:' SUPM atau SMK

(6)

(2)
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bidang kelautan dan perikanan yang pengangkatannya
setelah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b.

P" 
" *." *uLXfl ill'il-;"tan Lain

Pasal 14

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), atau ayat (2\, dan ayat (3);

b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan perikanan
paling singkat 2 (dua) tahun;

c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas
Perikanan; dan

e. tersedia {ormasi untuk jabatan fungsional Pengawas
Perikanan.

i2) Pangkat yahg ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kreciit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak
melaksanakan tugas di bidang pengawasan perikanan
sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang
diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional
Pengawas Perikanan.

(5) Pengangkatar. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan dibuat
menurut contoh forrrrulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersarna ini.
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Bagian Keempat

Pengangk^du.tt dari Terampil ke Ahli
p"""i rs

(1) Pengawas Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah
Sarjana (Sl)/Diploma IV dibidang perikanan atau bidang
lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan, dapat diangkat
dalam jabatan Pengawas Perikanan y'rhli, apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Perikanan
Ahli;

b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional alih tingkat dari jabatan Pengawas

. Perika.nan Terampil ke Pengawas Perikanan Ahli; dan

c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang
ditentukan.

(2) Pengawas Perikanan terampil yang akan diangkat menjadi
Pengawas Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar

65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari
diklat, tugas pokok, dan pengemba:ngan profesi ditambah
angka kredit ijazah Sarjana (Sl)/Diploma IV yang diperoleh
dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur
penunjang.

(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oieh pejabat yang b,erwenang menetapkan
angka kredit, dibuat nrenurut contotr formulir sebagaimana

tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(4) Pengawas Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda
Ti4gkat I, golongan ruang II/b sarnpai dengan Pengatur
Tingkat I, golongan ruang llld, yang akan diangkat ke

dalam Pengawas Perikanan Ahli, hanus ditetapkan terlebih
dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata , Muda,
golongan ruang lIIla.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Pengawas Perikanan wajib mencatat dan

menginventarisir seluruh kegiatan ya.ng dilakukan.

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar
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Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan
paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

Bahan penilaian angka kredit Pengawas Perikanan
disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah
pejabat eselon IV yang bertanggtrng jawab di bidang
kepegawaian setelah diketahui atasem langsung Pengawas
Perikanan yang bersangkutan atau pejabat lain yang
ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit.

Pejabat yang berwenang mengusull<an penetapan angka
kredit Pengawas Perikanan menyampaikan usul penetapan
angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk:

a. Pengawas Perikanan Terampil dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A
sampai dengan Lampiran IV-D yer.ng merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; atau

b. Pengawas Perikanan Ahli dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A
sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan lBersama ini.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Perikanan
harus dilampiri dengan:

a. surat pernyataan mengikuti Penctidikan dan Pelatihan,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI ya:ng merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan Persiapan Pengawas
Perikanan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpiserhkan dari Peraturan
Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan pr:laksanaan Pengawas
Perikanan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpiseLhkan dari Peraturan
Bersama ini;

d. surat 1>ernyataan melakukan kegiatan analisis
Pengawasan Perikanan dibuat menurut contoh formulir

(2)
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sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang
, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini;

e. surat pernyataan melakukan Evaluasi Pengawasan
Perikanan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum pada Lampiran X . yang
merupakan bagian tidak terpisiehkan dari Peraturan

' Bersama ini;.

f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan/atau

g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 18

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka
kredit terdiri dari:

a. Unsur utama; dan ,

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur Utama, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan sekolah dr:ngan memperoleh
ijazahlgelar;

2. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau seftifikat;
dan

3. Perrdid,ikan dan pelatihan Prajabatan dan
memperoleh STTPP.

b. Pengawasan Perikanan, rneliputi:
1. Persiapan;

2. Pelaksanaan;
3. Analisis;
4. Evaluasi; dan
5. Rekornendasi.

c. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Pen5rusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang

perikanan;
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2. Pen5rusunan standar/pedoman pengawasan
-perikanan;

3. Uji Kompetensi; dan
4. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain

dibidang perikanan.

(3) Unsur Penunjang, terdiri aj.i,
a. Pengajar/pelatih dalam bidang pe,rikanan;

b. Bimbingan di bidang pengawasan perikanan;

c. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang
perikanan;

d. Keanggotaan dalam organisasi profesi
provinsi/ nasional/ internasional;

e. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional
Pengawas Perikanan;

f. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

g. Perolehan ljazalr/ gelar kesarjanaa.n lainnya.

Pasal 19

Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Perikanan
harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai
berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II
Peraturan Menteri Negara Pendzqyagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor O1 Tahun 2OlI.
Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit untul.: ditetapkan angka
kreditnya

Pasal 20

Penilaian dan penetapan angka kreclit jabatan fungsional
Pengawas Perikanan dilakulsan paling kurang 1 (satu) kali
dalam setahun.

Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengawas
Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam
setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit
ditetapkan paling lambat pada 'bulan Januari tahun
yang bersangkutan.

(1)

(2)

(1)

(21
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untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 21

Penetapan Angka Kredit Pengawas Ferikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIII yang merupakan bagian tidtak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negaraf Kepala l(antor Regional Badan
Kepegawaian Negara, dan tembtrsannya disampaikan
kepada:

a. Pengawas Perikanan yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Penga'was Perikanan yang
bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian
Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI 
]

PE.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI DAN PLIABAT YANG MENGUSULKAN

PENETAPAN ANGKA K]REDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

: Pasal22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu:

a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I
yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang lV le di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Daerah
Provinsi, Kabupaten/ Kota.

b. I{epala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kernenterian Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas
Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat
I, golongan ruang Illb sampai dengan Pengawas

b.

(1)

(21
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Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang lllld, dan Pengawas Periketnan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang Illla sampai dengan
Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina,
golongan ' ralang lV la di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

c. Sekretaris Daerah Provinsi, bagi Pengawas Perikanan
Pelaksana pangkat Pengatur Murla Tingkat I, golongan
ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan rrang
III/d, dan Pengawas Perikana-n Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang Illla sampai dengan
Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang lY la di lingkungan Provinsi.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/.Kota, bagi Pengawas
Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang lllb sampai dengan Pengawas
Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang ltlla sampai dengan
Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV /a di lingkungan Kabupaten/Kota.

(2) Pejabat yang berwenang meneterpkan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d
dapat mendelegasikan kepada pejabat eselon II yang
membidangi pengawasan perikanan.

(3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus
membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negaraf biepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara.

(4) Apabiia terdapat pergantian pejalcat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang menggantikan tetap harus dib'uat dan disar4oaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negaraf Kepala'Kantor
Regional Badan,[epegawaian Negara.

' Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 23

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam
menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
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a. Tim Peni-ai angka Lredit Pengawas Perikanan bagi
Menteri I(elautan dan Perikanan atau pejabat eselon I
yalg ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Pusat.

b. Tirg Penilai angka kredit Pengawas Perikanan Unit
Kerja bagi Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

g. Tim Penilai angka kredit Pengarvas Perikanan Provinsi
bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Provinsi.

d. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan
. Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/

Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/
Kota.

(2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk,
penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau
Tim Penilai Unit Kerja.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk,
penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Kabupatenf Kota lain
terdekat atau Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit
Kerja.

(4) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan
oleh:

a. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai
Pusat;

b. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai
Unit Kerja;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuh Tim Penilai Provinsi;
dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai
Kabupatenf Kota.

Pasal 24

(i) Syarat untuk dapat diangkat menjacli Anggota Tim Penilai,
yaitu:

a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama
dengan jabatan/ pangkat Pengawas Perikanan;
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b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
. kerja Pengawas Perikanan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut srebagaimana dimaksud
pada ayat (21, dapat diangkat kembali setelah melampaui
masa tenggangwaktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan'6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim
Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara
definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat
yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
pengawasan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat
fungsional Pengawas Perikanan.

(6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang Wakil Ketua merangkap eLnggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(7) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf c, berasal dari dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang
membidangi pengawasan perikanan.

(8) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat
fungsional Pengawas Perikanan.

(9) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf d, Tim Penilai Provinsi/Ka.bupaten/Kota tpaling
kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD.

(10) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat
dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian
prestasi kerja Pengawas Perikanan.

(11) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas
Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
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selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional
Pengawas Perikanarr.

Pasal 25

T\rgas pokok Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. rnembantu Merrteri Kelautan dan perikanan atau
pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan
angka kredit bagi Pengawas Perihanan Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang lV /b sampai dengan
Pengawas Perikanan Utama pangkat pembina Utama
golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dan Daerah provinsi,
K4bupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Ivlenteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I
yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

T\rgas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu. i(epala Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
menetapkan angka kredit bagi Pengawas perikanan
Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan
ruang lllb sampai dengan Pengawas perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
lllld, dan Pengawas Perikana:n Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang IIlla sampai dengan
Pengawas Perikanan Madya, pangkat pembina,
golongan ruang lY la di lingn<ungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan; dan

a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

T\rgas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. membanttr Sekretaris Daerah Provinsi dalam
menetapkan angka kredit bagi Pengawas Perikanan
Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan
ruang lllb sampai dengan Fengawas Perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkart I, golongan ruang
III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan rulang tIIla sampai dengan

(21

(3)
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Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang lV la di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas iain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan

penetapan angka kredit sebagairnana dimaksud pada

huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam

menetapkan angka kredit bagi Pengawas Perikanan

Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan

ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan

Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang llIla sampai dengan

Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang lVla di lingkungan Kabupaten/Kota;
dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah Kabupatenf Kota yang berhubungan

dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

Pasal 26

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan

tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin

oleh seorang Ketua yang secara ftmgsional bertanggung
jawab di bidang kePegawaian.

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat

yang benvenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat

membentuk Tim Teknis yang anggo'lanya terdiri dari para

ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri sipil
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai

kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran

dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal

memberikan penilaian atas kegiatarr yang bersifat khusus

atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu'

(3) Tim Teknis menerima tugas dari <1an bertanggungjawab

kepada Ketua Tim Penilai.

(1)

(2)
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(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

' Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Pejabat yang meirgusulkan penetapan angka kredit Pengawas

Perikanan, yaitu:

a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-
masing instansi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit
Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b sampai denga:n Pengawas Perikanan
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota.

b. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian
pada unit kerja Pengawas Perikanan kepada Kepala Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan bagi masing-masing bidang jabatan
fungsional Pengawas Perikanan, untuk angka, kredit
Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda
Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas

Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan

runag III/d dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang nII/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan

ruang lY la di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada

dinas di Provinsi yang membidangi perikanan kepada

Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pqngawas

Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tilrgkat I,
golongan rLlang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan runag III/d
dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang IIIIa sampai denga:n Pengawas Perikanan
Madya, parngkat Pembina, golongan ruang IY la di
lingkungan Provinsi.

d. Pejabat eselon IiI yang membidangi kepegawaian pada

dinas di Kabupaten/I{ota yang membidangi perikanan
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kepada Sekretaris'Daerah Kabupaten/Kota untuk angka
kredit Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur
Muda Tingkat I, golongan rurang II/b sampai dengan

P-engawas Perikanan Penyelia, panglcat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dan Pengawas Perikanan Pertama,

.pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan

Pengawas Perikanan Madya, pangkeit Pembina, golongan

ruang IV/ a di lingkungan' Kabupaten/' Kota.

BAB VII
PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIXG,N JABATAN DAN

PANGKAT

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbang-

kan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengawas

Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi

oleh setiap Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan dan

kenaikan pangkat, terdiri atas:

a. paling rendah S0%o (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama; dan

b. paling tinggi 2oo/o (dua puluh persen) angka kredit berasal

dari unsur penunjang.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 31

(1) Kenaikan jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29, d,apat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dala-m jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik
dalam I (satu) tahun terakhir.
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Kenaikan jabatan Pengawas Perikanan Pelaksana untuk
menjadi Pengawas Perikanan Pelak:sana Lanjutan sampai
dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan pengawas

Perikanan Pertama untuk menjadi Pengawas perikanan
Muda sampai dengan Pengawas Perikanan Madya,
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi
masing-masing.

Kendikan jabatan Pengawas Perikanan Madya untuk
menjadi Pengawas Perikan Utama ditetapkan oleh presiden.

Keputusan kenaikan jabatan Pengawas Perikanan dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran. XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan atau uji kompetensi sesuai dengan jenjang
jabatan.

(2) Kenaikan jabatan dari jenjang Muda menjadi jenjang
Madya dan dari jenjang Madya menjadi jenjang Utama
harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
penjenjangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan
dan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pepgawas
Perikanan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 33

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimeiksud dalam Pasal 29,
dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalarn pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

(3)

(4)
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c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Ki:naikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina
Utama Muda, golongan ruang IY lc sampai dengan
Pengawas Perikanan Utama, pangl<at Pembina Utama,
golongan ruang lY le, ditetapkan oleh Presiden setelah
mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang
menduduki jabatan:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana., pangkat Pengatur
Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur,
golongan ruang lllc sampai dengan Pengawas

Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d; dan

b. Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lllla menjadi Penata Muda Tingkat I,

golongan rLtang III/b sampai dengan Pengawas

Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(4) I{enaikan pangkat Pegawai Negeri sipil Daerah Provinsi

yang menduduki jabatan:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur

Muda Tk I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur,

golongan ruang IIlc sampai dengan Pengawas

Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d; dan

b. Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang lllla menjadi Penata Muda Tirlgkat I,

golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas

Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b.

ditetapkan cleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Provinsi yang bersangkutan setelah rnendapat persetujuan

teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

yang bersangkutan.
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Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan:

a. Pengawas Peiikanan Pelaksana, pangkat Pengatur

Muda Tk I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur,

golongan rLtang lllc sampai dengan Pengawas

Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d; dan

b. Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang lllla menjadi Pe,nata Muda Tingkat I,

golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas

Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
' ruang III/d.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Kabupaten/Kota yang bersangkutem setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Nr:geri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas

Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d menjadi Pengawas Perikanan Madya, pangkat
pembina, golongan ruang lv la sarnpai dengan Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur

yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang

bersangkutan.

Pasal 34'

pengawas Perikanan yang telah memiliki angka kredit

melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan

angka kredit dapat diperhitungl,:an untuk kenaikan

pangkat berikutnYa.

Kenaikan pangkat bagi Pengawas Perikanan dalam jenjang

jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila

kenaikan jabatannya telah ditetapl;an oleh pejabat yang

benvenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 35 
,

(1) Pengawas Perikanan yang telah rrencapai angka kredit

untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi pada

tahun pertama dalam masa jrlbatan/pangkat yang

did,ud.ukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan

(1)

(2)
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mengumpulkan angka kredi,t paling k.urang 2Ooh (duapuluh
persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang

berasal dari tugas pokok Pengawas Perikanan.

(2) Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
. golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki

jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit
paling rendah 1O (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas
pokok.

(3) Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV.le, setiap tahun sejak menduduki
jabatan/pangkatnya wajib mengunlpulkan angka kredit
paling rendah 25 (dua puluh lima) yang berasal dari
kegiatan tugas pokok.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,

PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 36

(1) Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat, Pengatur Muda

Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas

Perikanan penyelia, pangkat Penata. golongan ruang lIIlc,
dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata muda,

golongan ruang IIIIa sampai dengan Pengawas Perikanan

Madya, pangkat Pembina Utama \tluda, golongan ruang

lv lc dibebaskan sementara dari jabeLtannya apabila telah 5
(lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat

mengulnpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi bagi PengeLwas Perikanan yang

jabatannya{:bih rendah dari pangkat yang dimiliki'

Contoh:

sdri. Meiwalia, sP, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2005, jabatan

Kepala Bidang Administrasi Jabatan Fungsional pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipindahkan

kedalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Muda

terhitung mulai tanggal 1-1-2006 dengan angka kredit

sebesar 21O, mengingat jabatan sdri. Meiwalia, SP, lebih

rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam

jangka waktu 5 (lirna) tahun sejak diangkat dalam jabatan
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fungsionai Pengawas Perikanan yrritu 1-1-2006 sampai

dengan akhir bulan Desember 2010 tidak dapat

mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pengawas

Perikanan Madya angka kredit. 400, maka yang

bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2OII
dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas

Perikanan jenjang Muda.

(2) Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda

Tingkat I, golongan ruang II/b sarnpai dengan Pengawas

Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang IIIIc,
dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang lllla sampai d.engan Pengawas Perikanan

Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang

IV ld, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah

5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat

mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang akan

mendapatkan kenaikan pangkat pr:rtama sejak diangkat

dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Astrid, SP, pangkat Penata Muda, golongan ruang

IIlla terhitung mulai tanggal I-4-2OO5, bekerja pada Dinas

Perikanan Kabupaten Bangka Belitung, terhitung mulai

tanggal I-7-2OOS yang bersangkrrtan diangkat dalam

jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pertama dengan

angka kredit sebesar 110, apabila dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sejak diangkat dala:m jabatan fungsional

Pe4gawas Perikanan Pertama yaitu l-7-2OOS sampai

dengan akhir bulan Juni 2010 tidak dapat mengurnpulkan

angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan rurang

III/b dengan angka kredit 150, maka yang bersapgkutan

terhitung mulai tanggal 1 Juli 2OIO dibebaskan sefnentara

dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pertama.

(3) Pengawas ;)erikanan Pelaksana, pangl<at Pengatur Muda

Tingkat I, golongan l-uang Il/b sarnpai dengan Pengawas

Perikanan Penyelia, pangkat Penatar, golongan ruang III/c
dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang III/b sarnpai dengan Pengawas

Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
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golongan ruang, IV/d, dibebaskan sernentara, dari,
' jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat

terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
bagi Pengawas Perikanan yang pernah mendapatkan

kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Ir. Widia, pairgkat Pembina, golongan ruang IV la
terhitung mulai tanggal I-4-2OOO, diangkat sebagai pejabat

fungsional Pengawas Perikanan Madya, yang bersangkutan
pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai
tanggal I-4-2OO4 dengan angka kredit sebesar 600, apabila

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-4-

2OO4 sampai dengan akhir b'ulan l\{aret 2OO9 tidak dapat

mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama

Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka

yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2OO9

dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas

Perikanan jenjang Madya.

(4) Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam

pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10

(sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

(5) Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama,

golpngan ruang IV/e dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam

pangkatirya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25

(dua puluh lima) angka kredit dari kr:giatan tugas pokok.

(6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2ll, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Pengawas Perikanan dibebaskein sementara dari
jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas

Perikanan;
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c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lepih dari 6 (enam) bulan.

Pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3),

ayat (41, dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam)

bulan sebelum batas waktu- pembebasan sementara
diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas

Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 37

Pengawas Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat berupa pemindahan daliam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah, melal.:sanakan tugas sesuai

dengan jenjang jabatan yang baru.

Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan
jabatan baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kemba.li

' Pasal 38

(1) Pengawas Perikanan yang dibebaskan. sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabata:n terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit unttuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang
jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat

mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang

akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak

diangkat dalam jabatan terakhir.

(8)

(1)

(21
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c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan
yang pernah mendapatkan kerraikan pangkat sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.

d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh)

angka kredit dari tugas pokok Pengawas Perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
rrr/d.

e. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua
puluh lima) angka kredit dari tugas pokok Pengawas

Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan

ruang IV/e.

diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan,
apabila telah mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan.

Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena

diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,

dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan

apabila berdasarkan keputusan pr:ngadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena

ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas

Perikanan, dapat diangkat kembali dalam jabatan

Pengawas Perikanan paling tinggi brerusia 54 (lima puluh
empat) tahun.

(4) Pengawas Perikanan yang dibebaskurn sementara menjalani

karena cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat
kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan apabilg telah

selesai menjalani cuti diluar tanggunl3an negara.

(5) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat

diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan

apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(2)

(3)
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(6) Kqputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas

Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Tengangkatan [i:mbali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan

semula sebaga{npana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dapat
dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yanig bersangkutan paling
kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang

dipersyaratkan.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengawas Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan yang diangkett kembali ke dalam
jabatan Pengawas Perikanan sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) menggunakan angl.ra kredit terakhir yang

dimiliki dan ditambah dengan anglka kredit dari tugas

pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan

sementara;

b. Pengawas flerikanan yang diangkett kembali ke dalam
jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit
terakhir yang dimiliki; dan

c. Pengawas Perikanan yang diangkat kembali ke dalam
jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit
terakhir yang dimiliki dan ditambahr dengan angka kredit
dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam

pembebasan sementara.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 4 1

(1) Pengawas Perikanan diberhentikem dari jabatannya,

apabila:

a. dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan

sernentara dari jabatannya sebagaimana dimaksud



-47- ,

dalam Pasal 36 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan jerbatan setingkat lebih
tinggi bagi Pengawas Perikanan yang jabatannya lebih
rendah dengan pangkat yang dim:iliki.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
. sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan perngkat setingkat lebih
tinggi bagi Pengawas perikanan yang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi Pengawas Perikanan yang pernah
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (S) tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2) Keputusan pemberhentian dari jabatan pengawas
Perikanan dibuat menurut corrtoh :flormulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bers,ama ini.

Pasal 42

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan
kembali, dan pemberhentian dari jabatan. fungsional pengawas
Perikanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perrrndang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan
kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan pengawas

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku
Instansi Pembina jabatan Pengawas Perikanan, melakukan:

b.

c.

d.



c.

d.

b.

e.

g.

h.

(1)

(21

(3)

. _ 48._

penJrusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan
fungsional Pengawas Perikanan;

penetapan pedoman formasi jabatan pengawas perikanan;

penetapan standar kompetensi Pengawas perikanan;

pengusulan tunjangan, jabatan fungsional pengawas
Pengawas Perikanan;

sosialisasi Peraturan Menteri Negara pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan
Pengawas Perikanan serta petunjuk prelaksanaannya;

pen1rusunan kurikulum pendidihan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional bagi pengawas perikanan;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis bagi Pengawas Perikanan;

pengembangan sistem informasi jabatan pengawas
Perikanan;

fasilitasi pelaksanaan jabatan Penga'uuas Perikanan;

fasilitasi pembentukan organisasi profesi pengawas
Perikanan;

fasilitasi pen5rusunan dan penetapan etika profesi
Pengarvas Perikanan;

rnonitoring daql.evaluasi j abatan Pengawas perikanau; dan

meiakukan pembinaan terhadap Tirn Penilai pengawas

Perikanan.

Pasal 44

Pengawas Perikanalt yang bertugas di daerah terpencil,
dapat diberikan tambahan angka kredit 15 o/o (lima belas
persen) dari angka kredit kumulatif' penjenjangan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di
daerah terpencil.

Kriteria dan penetapan daerah terpencil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan Menteri
Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan instansi
pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

J.

k.

t

m.
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asal 45

Pengawas Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai
Pengawas Perikanan Teladan diberi angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan :

a. 25o/o (dua puluh lima persen) angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi
Pengawas Perikanan Teladan Tingkat. Nasional.

b. 15% (lima belas persen) angka'kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui
sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Perikanan
Teladan Tingkat Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHIAN

Pasal 46

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang pengawasan

benih ikan yang pada saat Peraturan Bersama ini
ditetapkan menduduki jabatan fungsional Pengawas Benih
Ikan sebagaimana dimaksud dalarn Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 IKE'PI
M.PAN/Sl2OO1 sebagaimana telah diubah ,dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/50/M.PAN/4 I2OOS disesuaikan dalam jabatan
Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.

Keputusan Pejabat Pembina l(epegawaian tentang
penyesuaian jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan
mqnjadi Pengawas Perikanan bidang Pemludidayaan Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIX yang mempakan bagian ti<lak terpisahk4n dari
Peraturan Bersama ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan
Ikan bagi Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit
terakhir yang dimiliki dalam jabatan Pengawas Benih lkan.

(2)
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Pasal 48

(1)Butir kegiatan Pengawas Perikanan yang dilaksanakan
sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan, dinilai
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5l2OO1 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Pereituran Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERi SO/M.PAN/
4 I 2OOs.

(2)Butir kegiatan . Pengawas Benih Ikan yang dilaksanakan
sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan dinilai berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

$omor ST |KEPIM.PAN/51 2OO1 tentang Pengawas Benih Ikan
sebagaimana telah diubah dengan Pererturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI 52 IM.PAN/4/
2005.

(3)Penyesuaian butir dan penilaian kegiat.an jabatan fungsional
Pengawas Perikanan dan jabatan fungsional Pengawas Benih
Ikan sebagaimana dimaksud pada ayert (1) dan ayat (2) ke
dalam jabatan fungsional Pengawas Pr:rikanan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokr:asi Nomor 01 Tahun
2OIl dilakukan sejak ditetapkan Peraturan Bersama ini.

Pasal 49

Ketentuan pendidikan dan pelatihanr penjenjangan, uji
kompetensi bagi Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dan ayat (2) berlaku paling lambat tahun 2015.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini cliatur lebih lanjut oleh

Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan
Bersama Menteri Kelautan dan Perikanein dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40

Tahun 2OOl dan Nomor SKB.55/MEN/2001 dan Nomor 44

Tahun 2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 52

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2OI2

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN.

EKO SUTRISNO SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2QI3 NOMOR 32

REPUBLIK INDONESIA,4
AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN

2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

PERII(ANAN DAN ANGKA KREDITT{YA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

PERIKANAN

Menimbang : a.

KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*)

NOMOR :..."""""""'
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DAJ.AM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA'*)

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

epat"ts Welat" dan Reformasi Birokrasi Nomor: O1 Tahun 2ol1 tentang Jabatan

rrlngsional pJngawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dipaldang perlu untuk mengangkat

Saudara '.".... dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
"""1""""""

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Unit kerja

(.................).

Apabila kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini' akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya'

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya'

ditetapkan di .................'
pada Tanggal

**);

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang

Nomor 43 Tahun 1999'
peraturan pemerintah ho*o, 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
ir;;;A;;ie*iri.tt"ft No*o. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
peraturan Menteri llegar; pi"dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 01 Tahun 2011;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaran
- iG;; N"mor PB.o2lMEN/2Or2 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal .:.................................mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

1.

2.

3.

4.

a.
b.
c.
d.

**)

*")

NIP.

TEMBUSAN:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
i. ii"-p^f" e"Aan xepefawaian Negara/Kan-tor Regional el{N y."oC.P"rsangkutan; *)

5: ii;;il sKD pro"ins-iTeKD x"Ui-,p"tenlKota atiu Biro/Bagian Kepegawaian

instansi Yang bersangkutan;*)
4. i;;j;d y.ndu"t*.ttang 4engtapFan angka krediu
;: idfi;f;i", p"fa'"n-&iF"iU"ttdatt"r""i. Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Peiabat instansi lain yang berkepenungan'

*) Coret yang tidak Perlu.
*11 Oiisi .p"Uif" ada penambahan diktum yang dianggap perlu'
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LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERII(ANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI.IYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA*)

NoMoR :........,......'..il#;^ic

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA'.)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan
F\rngsional Pettga*"s Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat

, :::i:: : : :: : :: : : : :: : :: :: :: :: :: :: :: : : 11* li:::*' ::::* ::::T:: ::::"'::
**);

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

: 1.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
ieraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011;
peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor P8.02IMEN/2QI2 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSI(AN:

8.

9.

c.
d.

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

mengangkat Pegawai Negeri SiPil:

Pangftat/ golongan ruang/TMT
Unit ke{a

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

**)
**)

NIP.

TEMBUSAN:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
i. xipi"Badan Kepegawaian_lrlegara/Kantor Regional BKN yang.bersangkutan; *)

S. Kebda BKD propinii/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yan{bet*ettang menetapkan angka kredit; 
-

S: k;;a[Iia"t?r Pelayanah Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;")

6. Pejabat instansi lain yang berkepentrngan.

*) Coret yang tidak Perlu.
*;1 Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu'
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LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI TINGKATTERAMPIL KE TINGKAT AHLI

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN

JABA'TAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian: .......'.....

I KETERANGAN PERORANGAN

I Nama
2 NIP
3 Nomor Seri I(ARPEG
4 Panskat/Golonsan ruane TMT
D Temnat dan Tanssal lahir
6 Jenis Kelamin
7 E;Aaftan vane diperhitungkan angka kreditnva
8 Jabatan Fungsional/TMT
9 Unit Keria

II PENETAPAN ANGKA KREDIT I"AMA BARU JUMLAH
PER-

PINDAHAN

1 UNSUR UTAMA

A Pendidikan
1) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

pengawasan perikanan dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertifikat
3l Pendidikan dan pelatihan Prqjabata4

B Tueas Pokok
c Pensembanqan Profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG

Penunians T\rsas Pengawas Perikanan
Jumlah Unsur Penunjang

JUMI.,AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil jenjang
pangkat gol.ruang ke jabatan fungsional Pengawas

Perikanan Ahli jenjang pangkat .... gol.ruang dengan angka kredit

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kePada:
1.

2.

Ditetapkaa di .............
Pada tanggal ....................... :....

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit

Nama Lengkap
NIP............

3.
4.
5.
dst
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CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERII(ANAN TINGI(AT TERAMPIL

LAMPIRAN IV-A
PERATUMN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DAN ANGKA KREDITI{YA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA BIDANG PEMBUDIDAYAAN II(AN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Ke{a

UNSURYANG DINII,AI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Pendidikan sekolah dengan memperoleh iiaz'ah/ gelar

SUPM/SMK Perikanan

D.III dibidang Perikanan
Fendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Lamarrya 961jam atau lebih

Lamanya anta,ra 641 s.d 96O jam

Lamanya anta.ra 481 s.d 640 jam

Lamanya antara 161 s.d 480 jam

Lamanya anta.ra 081 s.d 160 jam

Lamanya antara 030 s.d 080 jam

Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

pengawasan kegiatan pada Unit Usaha
Pembudidayaan Ikan

Vtetatut<an pemeriksaan kelayakan lokasi

Menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEG1ATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL T M PEN I^AI

LAMA BARU JUMI.AH I.AMA BARU JUMI,AH

I 2 3 5 6 8

b. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya
ikan/udang/ rumput laut :

1) Persiapan pengu,jian laboratorium untuk sarana

2l Melakukan pemeriksaan benih/induk :

a) sumber benih/induk
b) morfometrik dan meristik

3) Melakukan pemeriksaan pakan ikan :

pakan alami
4l Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan :

a) Persiapan

b) Penebaran benih/bibit
c) Pengelolaan induk/benih/pembesaran :

lwadah
c. Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan

konsumsi:

1) penampungEln hasil produksi

2l sortasi hasil produksi

3) pengemasan

2. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana
budidava

Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya

Persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan
pengujian

3. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan
Pembudidayaan Ikan

a. Pengawasan sumberdaya induk/benih

Persiapan bahan dan peralatart

b. Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :

Persiapan alat dan bahan untuk pengukuran

NI PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilrniah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
lipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku
2l Dalarn bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalain bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

r) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

f. MenyampaikEln prasErran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilrniah

2. Me: r5rusun standar/pedoman pengawasan perikanan



-6-

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI

LAMA BARU JUMLAH I,AMA BARU JUMI.AH

I 2 3 4 5 6 8

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyu.sun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uji kompetensi

Mengikuti uji kompetensi/ sertilikasi dan mendapat sertifftat
4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang

pengawasan perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan died-arkan secElra nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

c. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

u Buku
2l Makalah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

I Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

I Ketua

2l {nggota
4, Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/

internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ljazahyang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

a. Diploma III
b. Sariana (S1) /Diploma IV

JUML"AH UNSUR PENUNJANG



Butlr Keglatan JenJangJabatan dl atas/dt bavah

I 2 3 4 J 6 7 8

JUMI,AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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m L/IMPIRAN PENDT'KI'NG DIIPAK :

1

2

Surat pemyataan telah melakukan kegiatan

Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

Surat pemyataan telah melakukan kegiatan

dan seterusnya

3

4

NIP.

IV Catataa PeJabat Peagusul :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tln Penilel :

I . . .....

2. ......
3.......
4. dan seterusnya

(Nama Penilai
NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penll,al:

1.......
2. ......
3.......
4. dan seterusnya

Tim Penilai,

NIP.

(Nama
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEzuKANAN PELAKSANA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor:

INSTANSI : ........................ MASA PENII,AIAN :

Bulan ............ Bulan............ Tahun............

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP
Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

Masa Ke{a golongan lama

Masa Ke{a golongan baru

Unit Ke{a

UNSURYANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelar

D.III dibidang Perikanan

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Lamanya 961jam atau lebih

Lamanya antara 641 s.d 96O jam

Lamanya antara 481 s.d 640 jam

Lamanva antara 161 s.d 480 iam

Lamanya anta.ra 081 s.d 160 jam

Lamanya antara 030 s.d 080 jam

Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

WASAN PERII(ANAN

Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan
Menyiapkan bahan penJrusunan rencana keda

Melakukan pengumpulan data

Melakukan pengawasan Alat Penangkapan lkan
meneliti dokumen alat penangkapan ikan

Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan

meneliti dokumen Mesin Kapal Perikanan

Melakukan pengawasan Log Book Perikanan

Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book

Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di

Mengumpulkan sampel ikan
mengukur komposisi panjang berat ikan

Melaksanakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan
Perikanan
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGI(A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 4 5 6 I

Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas
pendaratan ikan/Pelabuhan Perikanan

a. Mengumpulkan data jenis dan spesilikasi fasilitas

b. Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan
fasilitas

4. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikanan

Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi
Kesvahbandaran Perikanan

Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di
pelabuhan perikanan

NI PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

u Datam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam maialah ilmiah yane diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

l) Dalam bentuk buku
2l Dalam bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
seca-ra nasional

2l Dalam majalah ikniah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilniah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

r) Dalsm bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaik€rn prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasEm

3. Uji kompetensi

Mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi dan mendapat sertilikat

4. Mene{emahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
pengawasan perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

l) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makalah

JUMI,AH UNSUR UTAMA I S/D III
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

IV PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

1 Mengajar/ melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengrkuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai

l) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l Anggota
4. Keanggotaan dalam

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c, 10 (sepuluh) tahun

7, Memperoleh gelar kesa{anaan lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

a. Dioloma III
b. Sariana {Sl) /Dioloma IV

JUMI.AH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatan JenJang Jabatan dl atas/dt bawah

I 2 3 4 5 6 8

JUMI.,AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LII}IPIRAN PENDUKI'NG DIIPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

4. dan seterusnva

NIP.

w Catate! PeJabat Peagusul :

I . ......

2. ......
3.......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catetea Arggota Tim Penllal

1

2

3

4 dan seterusnva

(Nama Penilai
NIP

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

I . ......

2. ......

3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama



-14-

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor:

INSTANSI : ................. MASA PENILAIAN:

Bulan............ s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Ke{a golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH I,AMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 5 6 8

I. PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelat

a. SUPM/SMK Perikanan

b. D.III dibidang Perikanan

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dart
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya artara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan II

il. PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG MUTU HASIL PERII(ANAN

1. Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan

a. Menyusun rencana pengawasan tahunan, sebagai

Anggota

b. MenJrusun rancangan teknis pengawasan bulanan,
sebagai:

Anggota

c. Menyusun r€rncangEul teknis pelaksanaan

Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan

lMengumpulkan data sekunder

2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan

a. Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil
perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan /
distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan
prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan

/ pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:

Anggota

b. Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujiart

/ monitoring / sertifftasi / verifikasi:
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 J 4 5 6 8

Melaksanakan penanganal contoh selama
transportasi

c. Melakukan pemusnahan contoh
Melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh,
media regensia, kemasan)

d. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan di sentra pengolahan

Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan
GMP) di unit pengolahan ikan

1) Skala kecil

lAnggota
2l Skala menengah

lAnggota
3) Skala besar

lAnggota
e. Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)

Mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan
mutu HACCP

3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan
a. Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium

Melakukan pengkondisian peralatan / ruengan
b. Menyiapkan media / reagensia

Membuat media / pelarut
Melakukan kalibrasi internal peralatan

Sederhana

d. Melakukan penyiapan contoh

U Penerimaan dan pengkodean contoh
2l Perawatan contoh (pengarsipan dan pengemasan dan

penyimpanan)

3) Preparasi contoh (thawing dan homogenisasi)
e. Melakukan pengujian contoh

1) Sederhana

2l Sedang

4. Pelaksanaan penerapan sistem mahajemen mutu
laboratorium

Pembuatan instruksi kerja peralatan

Sederhana

5. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

III. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan
a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

l) Daltm bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

u Dalam bentuk buku
2) Dalam bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

r) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilniah yang diakui oleh LIPI
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

r) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan iLniah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyu.sun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uji kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/ sertilikasi dan mendapat sertjfikat

4. Menery'emahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidanf
pengawasan perikanan

1. Menerjemahkan/ menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

l) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang

b. Mene{emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

r) Buku

2l Makalah

JUMI.,AH UNSUR UTAMA I S/D III

IV, PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

]. Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasErn perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokaka4ra dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua

b. Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/ tanda j asa Satya Lencana Karya Satya
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. lO (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazahyang tidak sesuai dengan bidang
nrgasnya:

a. Diploma III

b. Sarjana (Sl)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglataa JenJaag Jabatan dl atas/ dl bawah

I 2 3 4 c 6 8

JUMI.,AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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UI L/IMPIRAN PENDT'KI'NG DIIPAI( :

2

3

4

Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Peagusul :

1. .... ..

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

pengusul )

NIP.

v Catataa Aaggota Tia Penllal :

I
2

3

4 dan seterusnya

(Nama Penilai
NIP

(Nama Penilai II )

NIP.

vl Catataa Ketua Tlm Penilal :

I . . .....

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

Tim Penilai,

NIP.

(Nama
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I,AMPIRAN IV-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEI,AUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DAN ANGI(A KREDITI{YA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA I,ANJUTAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ............ s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3 Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

J Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 o 4 c 6 8

I. PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelar

a. SUPM/SMK Perikanan

b. D.III dibidang Perikanan

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan II

II. PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PEMBUDIDAYAAN II(AN

I Melakukan persiapan pengawasan pembudidayaan ikan



-2r-

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

I.,AMA BARU JUMI,AH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

Menyusun rancangan teknis pelaksanaan

Mengumpulkan data dan informasi obyek

Mengumpulkan data sekunder
2. Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha

Pembudidavaan Ikart

a. Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha
pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)

Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen

b. Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan
(pokok, pendukung, penunjang) :

Pengamatan dan pencatatan

3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya
ikan/udang/ rumput laut :

a. Melakukan pemeriksaan pakan ikan :

oakan buatan

b. Melakukan pemeriksaan pupuk :

rrganik

4. Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan :

a. Seleksi benih/induk/bibit
b. Pengelolaan induk/benih/pembesaran :

c. Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan
KOnSUmST:

1) sanitasi dan hygiene

2) distribusi

III. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikaaan yang
lipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ikniah hasil penelitian,
pengkqjian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalalr

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasarErn berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/ pedoman pengawasan perikanan

a, Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan
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NO

UNSURYANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI,AH I.,AMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 c 6 8

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman
pengawas€rn

c. Menyusun dan atau menyempurnalcan petunjuk teknis
pengawasan

3 Uji kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/ sertifrkasi dan mendapat sertifikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
pengawasan perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
lipublikasikan dalam bentuk :

U Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. Mene{emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
lidak dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makalah

JUMI.AH UNSUR UTAMA I S/D III

Iv. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengaj ar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan
0engawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a, Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l {nggota
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/

internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi'sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua

b. Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Ka4ra Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. 10 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ljazahyang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

a. Diploma III

b. Sarjana (Sl)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Kegtatan JenJaag Jabatan dl atas/di bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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nI. LAUPIRAN PENDI'KT'NG DTIPNI :

1.

2.

3.

4.

Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
Surat pernyataan telah melakukan kegiatan
dan seterusnya

NIP.

w. Cetaten PeJabat Pengusul :

1. ......

2. ......

3.......
4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v. Cstatan Aaggota Tlm Peallal :

1. ......
2. ......

3. ......
4. dan seterusnya

(Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

vI. Cetatan Ketua Tlm Penllal :

l. ......

2. ......
3. ......

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama
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DAFTAR USUL PENBTAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan............ s/ds/d Bulan.

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Pendidikan sekolah dengan memperolih ijazah/ gelar

UPM/SMK Perikanan

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifrkat

Lamanya 961jam atau lebih

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Lamanya antara 481 s.d 640 jan
lamanya antara 161 s.d 480 jam

Lamanya antara 081 s.d 160 jam

Lamanya antara O3O s.d 080 jam

Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan lkan
Menyiapkan bahan penJrusunan rencana keq'a
pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di
Perairan dan di Pelabuhan Perikanan :

Melakukan pengolahan data
Menganalisa data dan informasi

Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan
Perikanan / sentra nelayan

meneliti dokumen kapal perikanan
Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan

dokumen alat bantu penangkapan/rumpon

Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan



-26-

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 J 4 5 6 7 8

3. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikanan

Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi
Kesvahbandaran Perikanan

Penyiapan bahan penerbitkan SIB

IIt. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat ka.rya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

u Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

llasan ilmiah dengan gagasEm sendiri di bidang perikanan
iang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasufErn berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman
pengawasan

c. Menyusun dal atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uji kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi dan mendapat sertifikat

4. Mene{emahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
pengawasan perikanan

a. Mene{emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

o. Mene{ema}rkan/menyadur di bidang pengawasErn yang
tidak dipubtkasikan dalam bentuk :

l) Buku

2l Makdah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/ melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
Denqawas€tn

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 8

Mengikuti bimbingan pengawasan.

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanart

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

U Ketua

2l Anggota
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/

internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua

b. Anggota

J. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan / tanda j asa Satya Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. 10 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesa.qianaan lainnya

Memperoleh ljeaah y ang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

a. Diploma III

b. Sarjana (S1)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Kegtatan JenJaagJabata! dl atao/dt bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMI"AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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m. TIIUPIRAIV PEI{DINN'NG DTIPNT :

1.

2.

3.

4.

Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

Surat pemyataan telah melakukan kegiatan

Surat pemyataan telah melakukan kegiatan
dan seterusnya

NIP.

IV. Catatan PeJabat Pengusul :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v. Catatan llnggota Tlm Penllal :

1. ......

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

(Nama Penilai

(Nama Penilai II )

NIP.

vI. Catatan Ketua Tlm Penilal:

1. . .....

2. ......
3. ......

4. dan seterusnya

Tim Penilai,

NIP.

(Nama
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEzuKANAN PELAKSANA LANJUTAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan............ s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Ke{a golongan lama

9. Masa Ke{a golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMI,AH
2 3 5 6 8

I. PENDIDIKAN

1 Pendidikan sekolah dengan memperoleh ljaz'ah/ gelar

a. SUPM/SMK Perikanan

b. D.III dibidang Perikanan

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dart
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. l,amanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya anta-ra 161 s.d 480 jam

e. Lananya anta.ra 081 s.d 160 jam

f. Lananya antara 030 s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Praiabatan Golongan II

II. PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

1. Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan
hasil perikanan

a, Menyusun rencana pengawasan tahunan, sebagai

Anggota

b. Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan,
sebagai

Anggota

Menyusun rancangan teknis pelaksanaan
Mengumpulkan data dan informasi obyek

1) luengumpulkan data primer

2) lMengumpulkan data primer
2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil

perikanan

a. Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil
perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan /
distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan
prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairart

/ pusat pendaratan ikan (PP! I pasar), sebagai:
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NO

UNSURYANG DINILq,I

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMI,AH
I 2 3 4 b 6 I

Anggota

b. Melakukan peng4nbilzm contoh dalam 1artgLa pengujian
/ monitoring / sertifikasi / verifikasi :

Melaksanakan pengambilan contoh

c. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan di sentra pengolahan

Melakukan penilaian kelayalan dasar (SSOP dan
GMP) di unit pengolahan ikan

1) Skala kecil

- Anggota

2) Skala menengah

- Anggota

3) Skala besar

- Anggota

d. Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)

Mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit
penerapan HACCP

3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

a. Merawat dan mengkondisikan peralatan uji
Sederhana

b. Menyiapkan media / reagensia

Membuat larutan standar / larutan ke{a
c. Melakukan kalibrasi internal peralatan

Sedang

d. Melakukan pengujian contoh

Sulit
4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium

Pembuatan instruksi kerja peralatan

Sedang

5. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

III. PENGEMBANGAN PROFESI

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
seczrra nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

l) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
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NO

UNSURYANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 J 4 5 6 I

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
lisebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman
pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uji kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi dan mendapat sertifikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
pengawasan perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

r) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. Meneq'emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk :

u Buku

2l Makdah

JUMI,AH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

I Meng4jar/melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
penqawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasEm perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai

1l Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

r) Ketua

2l Anggota
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/

internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun

c. 10 (sepuluh) tahun
7. Memperoleh gelar kesa{anaan lainnya

Memperoleh ijazah y ang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

a. Diploma III
b. Sarjana (Sl)/Diploma IV

JUML.AH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Kegtatan JenJang Jabataa dl atae/dl bawah

I 2 3 4 5 6 8

JUMI.,AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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uI. L/UIPIRAN PEIIDI'KT'NG DIIPAK :

I . Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ...

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ...

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ...

4. dan seterusnya

NIP.

nr. Catatan PeJabat Pengusul :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v. Catatan Anggota Tlm Penllal :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( Nama Penilai
NIP

(Nama Penilai II )

NIP

vr. Catatan Ketua Tlm Penllal :

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

Tim Penilai,

NIP.

(Nama
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LAMPIRAN IV-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PEzuKANAN DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PEzuKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PEI{YELIA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ............ s/d Bulan Tahun..........

NO KETERANGAN PERORANGAN

Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / Tl,ttT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I.,AMA BARU JUMLAH I.,AMA BARU JUMI,AH
2 3 5 6 8

I PENDIDII(AN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelar

a. SUPM/SMK Perikanan

b. D.III dibidang Perikanan

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Larnanya antara 481 s.d 640jam

d. Lamanva anta.ra 161 s.d 48O iam

e, Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan II

u PENGAWASAN PEzuKANAN

BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

I Melakukan persiapan pengawasan pembudidayaan ikan

Menyusun rtlncangan teknis pelaksanaan

a. lMengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan
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UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI

I,AMA BARU JUMI.,AH LAMA BARU JUMLAI]

I 2 4 5 6 8

Mengrmpulkan data primer

b. Menyusun ranc€rngan teknis pengawasan

Anggota

2. Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha
Pembudidayaan Ikan

a. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya
ikan/udang/ rumput laut :

Melakukan pemeriksaan pupuk :

lanorganik
b. Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan:

1) Pemiiahan induk dan penetasan telur
2l Pengelolaan induk/benih/pembesaran :

lpakan
3) Pengelolaan Panen

c. Melakukan pemeriksaan catatah/rekaman kegiatan usaha
pembudidayaan ikan :

Pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha

3. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana
budidava

Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya

Melakukan pengujian dan penilaian mutu

lpakan
4. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan

Pembudidavaan lkan
Pengawasan lingkungan pembudidayaaa ikan :

Pemeriksaan:

lKondisi linekunsan

III. PENGEMBANGAN PROFESI

t. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalatt

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

l) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan
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UNSURYANG DINII^AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRED IT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL T] M PEN LAI

I^AMA BARU JUMI^AH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 J 6 7 8

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasEln

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uji kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/ sertifrkasi dan mendapat sertifikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
pengawasan perikanan

a. Meneq'emahkan / menyadur di bidang pengawasan yang
clipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. Mene{emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makalah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

Iv. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

l. Mengajar/melatih di bidang pengawasa! perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasurn

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas / moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

r) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua

b. Anggota

J. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa

Penghargaan /tanda j asa Satya lrncana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. 10 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazahyang tidak sesuai dengan bidang
tugasnYa:

a. Diploma III

b. Sarjana (Sl)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatan JonJaag Jabataa dl atas/dl bawaL

I 2 3 4 5 6 8

*) Dicoret yang tidak perlu
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In. LAMPIRAIiI PENDI'IN'ilG DIIPAI( :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

4. dan seterusnya

NIP.

rv. Catataa PeJabat Pengueul :

1. ......

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v. Catatan Alggota Tlm Peallal :

I . ......

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

(Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

vr. Catatan Ketua Tlm Penllai :

1. ......
2. ......

3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERII(ANAN PEI{YELIA BIDANG PENANGKAPAN IKAN
Nomor:

MASA PENII,AIAN :

Bulan ............ s/d Bulan Tahun........

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TIvIf

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Keda golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,AMA BARU JUMI,AH I,AMA BARU JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8

I PENDIDII{AN

1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelar

a. SUPM/SMK Perikanan

b. D.III dibidang Perikanan

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dart
Pelatihan (STTPP) atau Sertifftat

a. Larnanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f. Lamanya antara O3O s.d 080 jam
3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan II

II PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PENANGI(APAN IKAN

I Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan' di
Perairan dan di Pelabuhan Perikanan :

Iriwulan

lUetatutcan pengolahan data

2. Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan

a. Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan
Perikanan / sentra nelayan

mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan

b. Melakukan pengawasan Log Book Perikanan

Melakukan tabulasi data log book perikanan

3. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikanan

Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi
Kesyahbandaran Perikanan

a. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen
kapal perikanan

b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal
perikanan
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NO

UNSURYANG DINILA]

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL T M PEN tAI

LAMA BARU JUMT,AH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 5 o 8

III PENGEMBANGAN PROFESI

tl. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, suwey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilrniah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
nlasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

I Dalam bentuk buku
2l Dalam benilk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasEul dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/ pedoman pengawasan perikanan
a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang

pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uii kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
pengawasan perikanan

a. Mene{emahkan/menyadur di bidang pengawasan yElng

dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secElra nasional

2l Dalem majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. Mene{emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makalah

JUMT.AH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/ melatjh pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengrkuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGI(A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PE LAI

I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMI.,AH
I 2 3 4 5 6 8

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua
2l Anggota

4. Keanggotaan dalnm organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi €ulggota organisasi profesi sebagai :

a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi angtEota Tim Penilai
6. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a. l0 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. l0 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesa4'anaan lainnya
Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

a. Diploma III
b. Sarjana (Sl)/Diploma IV

JUMI,AH UNSUR PENUNJANG
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Buttr Kegiatan JeaJang Jabataa dl atas/dl bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

*) Dicoret yang tidak perlu
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERII(ANAN PEI,IYELIA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN
Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ............ s/d Bulan Tahun...........

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

J Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan /TMT

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8

I PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh iiazah/gelar

a. SUPM/SMK Perikanan

b. D.III dibidang Perikanan

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya antara 161 s.d a8O jam

e. Lamanya anta-ra 081 s.d 160 jam

f. l.amanya antara 030 s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan II

II PENGAWASAN PERII(ANAN

BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

I Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan

a. Menyusun renczlna pengawasan tahunan, sebagai

Anggota

b. Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan,

Anggota

2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan

a. Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil
perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan /
distribusi, termasuk kondisi sanitasi sa.rana dan
prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan /
pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:

Anggota

b. Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian
/ monitoring / sertifikasi / verifrkasi :

I 
Penentuan pengambilan contoh

c. Melakukan pemusnahan contoh

Penentuan pemusnahan contoh (cuplikan contoh,
media regensia, kemasan)
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII.,AI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMI.AH
2 J 4 o 7 I

d. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan di sentra pengolahan

Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP)
di unit pengolahan ikan

1) Skala kecil

Anggota

2l Skala menengah

Anggota

3) Skala besar

Anggota

3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

a. Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium

Verifikasi pengkondisian peralatan / ruangan

b. Merawat dan mengkondisikan peralatan uji
Sedang

c. Melakukan kalibrasi internal peralatan

Sulit
4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium

Pembuatan instruksi keda peralatan

Sulit
5. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

NI PENGEMBANGAN PROFESI

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalem majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalem bentuk buku

2l Dalem bentuk makalah
c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagasErn sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

I Dalam bentuk buku
2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer dibidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasErn dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/ pedoman pengawasan perikanan
a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang

pengawas.rn

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan
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NO

UNSURYANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEG1ATAN

ANGKA KREDIT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI

LAMA BARU JUMI,AII LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 5 6 8

3. Uji kompetensi

MAFE u:i tompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat

4. lr{enetfemankan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
pengawasan perikanan

a. Menedemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) guku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2l Dahri majalatr ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. tutene4ematrtan/menyadur di bidang pengawasan yang tidal
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makdah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/ melatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mensikuti bimbingan Pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l Anggota

+. fe'anggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a, Ketua/Wakil ketua

b. Anggota

5. keanggotaan dalam tim penilaijabatan fungsional Pengawas

Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa

Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 2O (dua puluh) tahun

c. l0 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazahyang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:

a. Diploma III

b. Sarjana (Sl)/Diploma IV
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Butlr Keglatan JenJaag Jabatan dl atas/dt bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

*) Dicoret yang tidak perlu
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ilI. L/IUPIRAN PENDI'KT'NG DIIPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan '

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan '

4. dan seterusnya

NIP.

IV. Catatan PeJabat Pengusul :

1. ......
2. ......

3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP

v. Cateten Alggote Tlm Penllal :

1.......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

(Nama Penilai

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

vI. Catataa Ketua Tlm Penllal :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

Tim Penilai,

NIP.

(Nama
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LAMPIRAN V-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT AHLI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

MASA PENII,AIAN :

Bulan ............. s/d Bulan............... Tahun........

NO KETERANGAN PERORANGAN

l. Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,AMA BARU JUMLAH T,AMA BARU JUMLAH
I 2 a 4 J 6 8

I. PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelar

a. Sarjana (S 1) / D.Mibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c. Dolctor (S3) dibidang Perikanan

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jan
f. Lamanya antara O3O s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II PENGAWASAN PEzuKANAN

BIDANG PEMBUDIDAYMN II(AN

1. Melakukan persiapan pengawasan pembudidayaan ikan
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGTATAN

ANGKA KREDIT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL T] M PENIT,AI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAF
2 J 4 5 6 8

a. Menyusun renczula pengawasan Tahunaa (mengevaluasi
hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan
menganalisis untuk menyusun rencana kerja
pengawasan) :

\nggota

b. Men5nrsun rancangan teknis pelaksanaan

1) Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek

Mengolah data dan informasi

2l Menyusun rEulcangEln teknis pengawasan

Anggota

2. Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha
Pembudidavaan Ikan

a. Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha
pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)

Menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen

b. Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan

1) Kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah

2l Pengujian dan penilaian kualitas tanah

Parameter fisika
3) Pengujian dan penilaian kualitas air sumber (kimia,

fisika, biologi) :

a) Air tawar

b) Air payau

c) Air laut
c. Melakukan pemeriksaan prasar€rna pembudidayaan ikan

(pokok, pendukung, penunjang) :

Mengolah hasil pemeriksaan

d. Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya
ikan/udang/ rumput laut :

Penilaian/pengujian sarana produksi :

fisika
e. Melakukan pemeriksaan catatan/rekam an kegiatan usaha

pembudidayaan ikan :

Menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha

3. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana
budidaya

a. Melakukan pengawasan produksi sarElna budidaya

Melakukan pengujian dan penilaian mutu :

pupuk
b. Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi

dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan
teknologi, produksi, peluang pasar) :

Mengumpulkan data dan informasi
4. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan

Pembudidavaan lkan

a. Pengawasan sumberdaya induk/benih

Mengidentifftasi dan menginventarisasi :

Penilaian species/varietas

b. Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :

Pemeriksaan:

Potensi sumber pencemaran

c. BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

I Melakukan persiapan pengawascln mutu dan keamanan hasil

a. Menyusun rencElna pengawasan tahunan

Anggota

b. Menyusun r€mczmg€u"r teknis pengawasan bulanan,
sebagai

Anggota
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGI.ATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI,AH LAMA BARU JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8

I

c. Menyusun rElncangan teknis pelaksanaan

Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek
pengawasan

Mengolah data dan informasi

2. Pel,aksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil

a. MJakuEan penganatan (monitoring) penanganan hasil
perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan /
distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan
prasarana disentra produksi (kapal / tembak / peratran I
pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar)' sebagai:

Anggota

b. FEiilsanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan di sentra Pengolahan

Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP)

di unit pengolahan ikan

I Skala kecil

- Anggota

2l Skala menengah

- Anggota

3) Skala besar'

- Anggota

c. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan

Investigasi

Anggota

3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

a. Merawat dan mengkondisikan peralatan uji

Sulit

b. Melakukan pengelolaan standar / kultur bakteri

c. Melakukan penyeliaan pengujian contoh

ISederhana
4. Pelaksanaan penerapan sistem mandemen mutu

laboratorium

a. Membuat tabel kendali (control gtwrll

b. Penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan
aminan mutu

5. Melakukan Evaluasi dan PelaPoran

heco*
u. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tutis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian'
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

r) Dalani bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ikniah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian'
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

U Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

r) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI

LAMA BARU JUMLAH I.,AMA BARU JUMLAH

I 2 a 4 5 6 8

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

1) Ddam bentuk buku

2l Dalam bentuk malalah
e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasElran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/ pedoman pengawasan perikanan

a. Minyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawas€rn

3. Uji kompetensi

Mengikuti uji kompetensi/ sertifrkasi dan mendapat sertifikat

4. Mene{emahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
lipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2l Dalam majalah ilniah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. Menerj'emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makalah

JUMI,AH UNSUR UTAMA I S/D III

tv. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

1. Mengajar/melatih di bidang perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
Denqawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan Pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas / moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

l) Ketua

2l Anggota

4. f eh-ggotadn dalam organi sasi profe si provin si / nasional /
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

1) Ketua/Wakil ketua

2l Anggota

5. Keanggotaan d4lam rim penilaijabatan fungsional Pengawas

Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda j asa

Penghargaan / tanda j asa Satya Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun
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UNSUR YANG DINII,AI

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII.AI

LAMA BARU JUMLAH I.,AMA BARU JUMLAF

2 J 4 5 6 8

b. 20 (dua puluh) tahun

c. 1O (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjarraan lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

a. Sarjana (Sl)/DiPloma IV

b. Pasca Sarjana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMI,AH UNSUR PENUNJANG
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Buttr Kegtatan JeaJang Jabataa dl atas/dt bawah

I 2 3 4 5 6 T 8

JUMI.,A,H UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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UIMPIRAN PENDI'Ifi'NG DUPAI( :m
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2' Surat pernyatazln melakukan kegiatan ...'.'.
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catataa Aaggota Tlm Peailal :

1. .. ....

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( Nama Penilai

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatatr Ketua Tlm Penllal :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP

(Nama )
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

INSTANSI : .......................'. MASA PENII.,AIAN :

Bulan ............. s/d Bulan............... Tahun.....'..

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelemin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH I..AMA BARU JUMLAH

I 2 J 4 5 o 7 8

I PENDIDIKAN

l. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelar

a. Sarjana (S 1) / D. IV dibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan

2. penOiOt<an dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPP) atau Sertilikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. l,amanya antara 161 s.d 480 jarn

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f. Lamanya antara O3O s.d 080 jam

3. @abatan dan memperoleh srrPP

Prajabatan Golongan III

II. PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PENANGKAPAN IKAN

I tr,tetatu[an Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

Menyiapkan bahan pen1rusunan rencana kerja
pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di
Perairan dan di Pelabuhan Perikanan

a. Bulanan
Menyusun rencana kerja sebagai

- Anggota

b. Ttiwulan
Menganalisa data dan informasi

c. Iahunan
Melakukan pengumPulan data

2. Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan

a. Ivlet-at<utan pengawasan Alat Penangkapan Ikan

mengut<ur Kontruksi dan bentuk alat penangkapan
ikan di atas kapal di Pelabuhan Perikanan

b. t,tetat<utan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan
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UNSURYANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

mengawasi penempatatr alat bantu

pengawasan hasil tangkapan ikan di
Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan

mengut<uie"ts dan kematangan gonad ikan

I,tetatsana.t an pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan
(OBSERVER di atas KaPal)

Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan

Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi
Kesyahbandaran Perikanan

PENGEMBANGAN PROFESI

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang

dipublikasikan

Oatam Uentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

Dalam maialah ilmiah yang diakui oleh LIPI

ffiGt karyA tutisAarya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, suwey dan evaluasi di bidang perikanan yang

Me-bu"tTatya tutivkarya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan

Dalar! bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

Dalam maialah ilmiah yang diakui oleh LIPI

buat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ikniah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan

Dalem bentuk buku

Dalam bentuk makalah

Membuat tutssn ilmiah populer di bidang perikanan yang

disebarluaskan melalui media massa

Me"yampajkan pras€rran berupa tinjauan, gagasan dan atau

ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ikniah

Menyusun standar/pedoman pengawasan penKElnan

Menfsun dan atau menyempurnakan standar bidang

Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

sun Oan atau menyempurnakan petunjuk teknis

Mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi dan mendapat sertifikat

@ dan bahan lainnya di bidang

Menedemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang

Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Dala- -aJatah itntiah yang diakui oleh instansi yang

@i bidang pengawasan Yang tidak
ipublikasikan dalam bentuk :
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENI ,I.,AI

LAMA BARU JUMI,AH I.AMA BARU JUMLAF

2 J 4 5 o 8

1) Buku

2l Makalah

JUMI.,AH UNSUR UTAMA I S/D III

v. PENUNJANG PENGAWASAN PERII{ANAN

I Mengajar/melatih di bidang perikanan

Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan

Dengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan Pengawasan

3. Peran serta dalarn seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

r) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan datam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

1) Ketua/Wakil ketua

2l Anggota

5. feanggotaan dalam ':m penilaijabatan fungsional Pengawas

Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda j asa

Penghargaan/tanda jasa Satya l,encana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 2O (dua puluh) tahun

c. 1O (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah y ang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

a. Sarjana (S1)/DiPloma IV

b. Pasca Sarjana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Keglataa JenJangJabatan di atas/dt bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMI,AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

MASA PENII,AIAN :

Bulan ............. s/d

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

Masa Kerja golongan baru

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazahl gelar

Sarjana (S 1) /D.Mibidang Perikanan

Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

Doktor (S3) dibidang Perikanan

Fffiiai-tatt a"n pelatihan tungsional di bidang pengawasEul

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPP) atau Sertilikat

Lamanya 961jam atau lebih

Lamanya anta.ra 641 s'd 960 jam

L,amanya antara 481 s.d 640 jam

antara 161 s.d 480 jam

Lamanva antara 081 s.d 160 jam

La.manya antara O3O s.d 080 jam
dan memPeroleh STTPP

Prajabatan Golongan III

BIDANC MUTO HASIL PERIKANAN

@asan mutu dan keamanan hasil

Me"yusll" ra"cangan teknis pengawasan bulanan'

M66ifrEEe.ttrgohn a"-tt -e.tganatisa aata aan informasi obyek

keamanan hasil

Mel"k"katlengamatan (monitoring) penanganan hasil
perikanan plda saat pembongkaran / pemanenan /
iistribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan

prasarana disentra produksi (kapal / tTb+ / penitan
pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:
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UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

JUMLAH

PeiGanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan di sentra Pengolahan

Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP)

di unit pengolahan ikan

Pelaksanaan investigasi kasus penolakan

Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

t dan mengkondisikan peralatan uji

Melakukan pengelolaan standar / kultur bakten

Melakukan penyeliaan pengujian contoh

Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium

Membuat tabel kendali (antrol chartl

Penytapan5ahan uJi banding dalam rangka penerapan

Melakukan Evaluasi dan PelaPoran

PENGEMBANGAN PROFESI

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian'
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang

D-alam bentuli buku yang diterbitkan dan diedarkan

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian'
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang

tidak dipublikasikan

Membuat katya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan

D-ahm-bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

ffibuat karya tutisikarya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagaszul sendiri di bidang perikanan
yang tidak diPublikasikan

ffibu"t tutisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

M-enyampaikan p.asaran berupa tinjauan, gagasan dan atau

ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilrniah

standar/pedoman pengawasan perikanan
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UNSURYANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

M;yusun?a. atau menyempurnakan standar bidang

Menvusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

ile'vusun oatt atau -er'empurnakan petunjuk teknis

Mengikuti uji kompeten"i/ ".ttifik^"i 
d"tt totttd"ptt 

"tttiftkd
@ainnYadibidang

Ivlerret j-e-ahkatt/menyadurdibidangpengawasanyElng

"tt """g" 
tt"iotd

@ diakui oleh instansiYang

ngawasEln Yang tidak

dioublikasikan dalam bentuk :

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

Mengajar/melatih di bidang perikanan

arl-et"titt pada pendidikan dan pelatihan

ti bimbingan di bidang pengawasan perillnan

Mengikuti bimbingan Pengawasan

p"."tt 
"itt" 

dalam seminar/lokakarya {ibidang perikanan

Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

Pembahas/ moderator/ narasumber

eanggoaan Aaam organisasi ptofesi provinsi/ nasional/

internasional Pengawas Perikanan

njadi anggota organisasi profesi sebagai :

@i iibatan fungsional Pengawas

Menjadi anggota Tim Penilai

e"ttgh.tg."o/tanda jasa S.ty" L"tt"tttt K"ty" S^ry^

3O (tiga Puluh) tahun

20 (dua puluh) tahun

1O (sepuluh) tahun

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

M6p"t"t"h tJ"r"h yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

(Sl)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Buttr Kegtatan JenJang Jabatan di atas/dt bawah

I 2 3 4 5 6 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak Perlu
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LIIUPIRAN PEITDI'KUNG DIIPAIT :m
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...""
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..""'
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...""
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catetan PeJabat Pengusul :

1. ......
2. ......

3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catataa Anggota Tlm Peallat :

VI

1. ......
2. ......

3. ......
4. dan seterusnya

( Nama Penilai

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP

Catataa Ketua Tlm Penllai :

1. ......
2. ......

3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama
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CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERII(ANAN TINGKAT AHLI

INSTANSI : ....................

LAMPIRAN V-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEI,AUTAN DAN PERIKANAN DAN

KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAN ANGKA KREDITIIYA

MASA PENII.,AIAN :

Bulan ............. s/d Bulan......... Tahun.......'....

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MUDA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

*T
TI

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya6.

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI-AH LAMA BARU JUMLAH

2 3 4 5 6 8

I PENDIDII(AN

l. Pendidikan sekolatr dengan memperoleh iiazah/ gelat

a. Sarjana (S 1) /D.Mibidang Perikanan

b Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c Doktor (S3) dibidang Perikanan

2. penaiait<an Aan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPP) atau Ser[ifikat

a Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c L€manya antara 481 s.d 640 jam

d. l,amanya antara 161 s.d 48O jam

e Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f Lamanya antara 030 s.d 080 jam

3. @ajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II. PENGAWASAN PERII{ANAN

BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

I @asan pembudidaYaan ikan
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UNSURYANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi
pengawasan sebelumnya, mengolah dan
,analisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan)

Menyusun rancangan teknis pelqksanaan

MAgotah dan menganaliia data dan informasi obyek

Menyusun rancangan teknis pengawasan

Me&t<-anilan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha

Pembudidayaan Ikan
pemeritsaan kelayakan lokasi pembudidayaan

Mengidentifrkasi dan menginventarisasi lokasi

dan penilaian kualitas tanah :

Parameter kimia

perireriksaan sarana produksi budidaya
ikan/udarrg/ rumput laut :

fvletatutan pemeriksaan bahan kimia dan biologi

Penilaian/pengujian sarana produksi :

tan anatisis pengembangan usaha pembudidayaan
(SDM, penerapan teknologi, produksi' peluang pasar)

pengawasan produksi dan distribusi sarana

tr{eUnkrr pengawasEln produksi sarana budidaya

pengujian dan Penilaian mutu :

oUat itan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya

tr,tetatcutan pengawasan distribusi sarana budidaya

Metaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan
Pembudidayaan lkan

Pengawasan sumberdaya induk/benih

tvtengiAentntasi dan menginrlentarisasi :

Peigiiasan lingkungan pembudidayaan ikan :

pengujian mutu lingkungan (air dan tanah)

BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Mffi-tan persapan pengawasan mutu dan keqmanan hasil

Menyus-un rancang€u1 teknis pengawasan bulanan, sebagai

Menyusun rancangan teknis pelaksanaan

Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMIAH LAMA BARU JUMLAH
t 2 3 4 5 o 7 8

Menganelisa data dan informasi
2. Pelaksanaan pengawas€u-r mutu dan keamanan hasil

perikanan

a Melakukan pengamatan (monitoring) penangaaan hasil
perikanan pada saat pembongkaran / pemaner:ar, /
distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana
disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat
pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:

Anggota

b. Melakukan pengambilan contoh dalarn rangka pengujian /
monitoring / sertifikasi / verifikasi

Melaksanakan survei
c. Pelaksanaan pengawasErn mutu dan keamanan hasil

perikanan di sentra pengolahan

Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP)
di unit pengolahar ikan

1) Skala kecil
Ketua

2l Skala menengah

Ketua

3) Skala besar

Anggota

1. Mempersiapkan ver:ifikasi palduan mutu (HACCP)

Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu
HACCP

e. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan

Investigasi

Anggota
2 Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

a. Melakukan penyeliaan pengujian contoh

Sedang

b. Melakukan verifikasi data hasil pengujian

Sederhana
4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium

a. Pembuatan instruksi keq'a metode pengujian

Sederhana
b. Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu
c. Pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu

(panduan/ prosedur/intruksi ke{ a/formulir)

d. Melaksanakal kaji ulang manajemen mutu

5. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

III PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilniah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya itniah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku
2) Dalam bentuk makalah
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI.AH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 8

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

u Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan seca:ra
nasional

2l Dalam majalah ilrniah yang diakui oleh LIPI
d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

r) Dalarn bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

disebarluaskan melalui media massa
f. Menyampaikan prasarErn berupa tinjauan, gagasar.l dan atau

ulasan ilmiah di bidang perikanal pada pertemua:r ilmiah
2. Menyu.sun standar/ pedoman pen gawasan perikanan

a. Menyusun dart atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
penSawasan

3. Uji kompetensi

Mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi dan mendapat sertifikat

4. Mene{emahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan

a. Meneg'emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang

b. Meneq'emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makalah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

v. PENUNJANG PENGAWASAN PERII(ANAN

I Mengajar/melatih di bidang perikanan
Mengaj ar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengrkuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

l) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

l) Ketua

2l Anggota
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasionali

internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

1) Ketua/Walil ketua
2) Anggota
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NO

UNSUR,YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL T M PENILAI

LAMA BARU JUMIAH I..q.MA BARU JUMLAH

I 2 ? 4 6 8

5 Keanggotaarr dalam tim penilai j abatan fungsional Pen gawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda j asa

Penghargaan/tanda jasa Satya l,encana Karya Safa

a. 3O (tiga puluh) tahun

b. 2O (dua puluh) tahun

c. 10 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaal lainnya

Memperoleh ijazahyang tidak sesuai dengan bidqlg tugasnya:

a. Saq'ana (S1)/Diploma IV

b. Pasca Sarjana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMI,AH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatatr Jeajang Jabataa di atas/ di bawah

I 2 3 AI 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

") Dicoret yang tidak perlu
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UI LAITIPIRAN PENDI'KT'NG DIIPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...'...
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan '... ...

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catata! PeJabat Pengrrsul

1. . .....

2. ......
3.......
4. dan setenrsnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Arggota Tim Penllal :

tr

2

3

4 dan seterusnya

(Nama Penilai

(Nama Penilai II )

NIP.

vt Catatan Ketua Tlm Penllal :

1. ......
2. ......
3,......
4, dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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DAFTAR USUL PENE"TAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MUDA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

INSTANSI : ............,....... MASA PENII.,AIAN :

Bulan ............. s/d Bulan......... Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Karnr Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Keg'a golongan lama

9. Masa Ke{a golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILq,I

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

I"AMA BARU JUMI,AH LAMA BARU JUMI,AH
2 4 5 o 7 8

I PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar

a. Sarjana (S 1)/D.IV dibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihaa fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya anta-ra 081 s.d 160 jam

f Lamanya antara O3O s.d O8O jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II. PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PENANGKAPAN IKAN

I Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

a. Menyusun rencana pengawasan Penangkapan Ikan
Tahunan sebagai :

Anggota

b. Menyiapkan bahan. penyusunan rencana kerja
pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di
Perairan dan di Pelabuhan Perikanan

1) Bulanan

Menyusun rencana kerja sebagai

- Ketua

2l Iriwulan

Menyusun rencana kerja sebagai

Anggota

3) Iahunan

a) Menyusun rencana kerja sebagai

- Anggota
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRED IT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII.,AI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

2 2 4 5 6 7 8

b) lMelakukan Pengolahar data

2. Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan

a. Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan

memeriksa specifikasi mesin dan kesusuaian dalam
operasi penangkapan ikan

b. Melakukan pengawas€rn awak Kapal Perikanan

memeriksa kelaikan Awak Kapal Perikanart

3. Melaksalakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan
Perikanan

M elakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan
ikan / Pelabuhan Perikanan

mengukur kesesuaial fasilitas :pelabuhan dengan
kebutuhaa usaha penalgkapan ikan

4. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikanan

Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi
Kesvahbandaran Perikanan

Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal
dari aspek keselarnatan pelayaran

TI. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dioublikasikan

l) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan seczlra
nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

r) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dal diedarkan secara
nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan itmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

r) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan '

3. uj kompetensi

Mengikuti uji kompetensi/ serliftkasi dan mendapat sertifilat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan
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NO

UNSURYANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGI(A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 4 5 o 8

a, Menerjemahkan/ menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2l Dalam majalah ilniah yang diakui oleh ingtansi yang
berwenang l

b. Menerjemahkan/menyadur di bidarg pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

l) Buku

2l Makalah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG PENGAWASAN PEzuKANAN

l. Mengajar/melatih di bidang perikanart

Mengaj ar / melatih pada pendidikan dan pelatihan
DengawasEln

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawaszul perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanart

a. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagaj

r) Pemrasaran

2l Pembahas/moderator/narasumber

3) Peserta

b. Mengrkuti delegasi ilmiah sebagai :

l) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

l) Ketua/Wakil ketua

2l Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai j abatan fungsional Pengarvas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan / tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa Satya lencana Kaq/a Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. l0 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

a. Sarjana (S1)/Diploma IV

b. Pasca Sa{ana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatan JenJang Jabatar dl atas/dt bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMI.AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANC

*) Dicoret yang tidak perlu
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nl LAMPIRAN PENDI'Ifi'NG DIIPAI( :

l. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2' Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang '

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1.......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

N]P.

v Catatan Anggota Tim Penllai :

1. ......
2. ......
3.......
4. dan seterusnya

( Nama Penilai

(Nama Penilai II )

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1. ... ...

2. ......
3.......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEzuKANAN MUDA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

INSTANSI : ....................

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

J. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Ke4'a golongan lama

9. Masa Keg'a golongan baru

10. Unit Keda

N'J

UNSURYANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 J 6 a 8

PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ij azah / gelat

a. Sarjana (S 1)/D.IV dibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Talda Tamat Pendidikal dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya anta-ra 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jarr

d. Lemanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara O81 s.d 160 jam

f. Lamanya antara 030 s.d O8O jarn

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

I, Melakukan persiapan pengawasErn mutu dan ke"manan hasil
perikanan

a. Menyu.sun rencana pengawasan tahunan

Anggota

b. Menyu.sun r€rncangan teknis pengawasan bulanan, sebagai

Anggota

c. Menyusun ranc€rngErn teknis pelaksanaan

Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek
pengawasan

Menganalisa data dan informasi
2. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil

perikanan

a, Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil
perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan /
distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana
disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat
pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:
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NO

UNSUR YANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGTATAN

ANGKA KRED IT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL T M PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU .'UMLAH

t 2 o 4 c 6 8

Anggota

b. Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujiar /
monitoring / sertifikasi / veriftkasi

Melaksanakan survei
c. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil

perikanan di sentra pengolahan

Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP)

di unit pengolahan ikan

1) Skala kecil

Ketua

2l Skala menengah

Ketua

3) Skala besar

Anggota

d. Mempersiapkan verifikasi pandual mutu (HACCP)

Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu
HACCP

e. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan

Investigasi

Anggota

3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

:I Melakukan penyeliaan pengujian contoh

Sedang

b. Melakukan verifikasi data hasil pengujian

Sederhana
4. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium

a. Pembuatan instruksi kerja metode pengujian

Sederhana

b. Penvusunan dokumen sistem manaiemen mutu
c. Pemutakhiran dokumen sistem marajemen mutu

(panduan/ prosedur/intruksi ke{a/ formulir)

d. Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu

5. Melakukan Evaluasi darr Pelaporan

Anggota

III. PENGEMBANGAN PROFESI

l. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat ka-rya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan sec{rra
nasiond

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
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NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I(EGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII.AI

I.AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 4 5 6 8

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanal
yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

disebarluaskan melalui media massa

f Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyu sun standar/ pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

Uji kompetensi

Mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi dan mendapat sertifikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan

a Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang

b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makalah

JUMI.AH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang perikanan

Mengaj arl melatih pada pendidikan dan pelatihan
Dengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawas€ur perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

e Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanaa

a, Mengikuti seminar/lokakarya sebagai

1) Pemrasararr

2l Pembahas/ moderator/ na-rasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

r) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

rl Ketua/Wakil ketua

2l Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa

Penghargaan / tanda j asa S atya Lencana Ka:rya Satya
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NO

UNSURYANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

LAMAIennU|JUMLAH
TIM PEI\

rr,eMA-EAR-il
III.A,I

FUMLAil
I 5 4 5 6 8

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. 10 (sepuluh) tahun
a Memperoleh gelar kesar;'anaan lainnya

Memperoleh ijazal ya4g tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

a. Sarjana (S1)/Diploma IV

b. Pasca Sarjana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiataa JeaJang Jabatan dl atas/ dl bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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NI LIIMPIRAN PENDI'KI'NG DTIPAI( :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .... .. .

2' Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Peagusul :

1. . .. ...

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllai :

I . ..... .

2. ......
3.......
4. dan setenrsnya

(Nama Penilai I )

NIP

(Narna Penilai II )

NIP.

VI Catataa Ketua Tlm Penllal

1. . .. ...

2. ......
3.......
4. dan seterusnya

Tim Penilai,

(Nama



-85-

LAMPIRAN V-C
PERATURAN BERSAMA

y*"I:lry. Pr,YTA" DAN PERTKANAN DAN

ffi$ffiffiffi,^#--,;fr
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATANFUNGSIoNALPENGAwASPERIKANANTINGI(AT.AHLt

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA. KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MADYA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Nomor:

MASA PENII,AIAN :

Bulan............. s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSURYAIVG DINIIAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 8

I PENDIDIKAN

1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar

a. Saq'ana (S 1)/D.IV dibidang Perikanan

b. Pasca Sa-rjana (S2) dibidang Perikanan

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihan. fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamarrya antara 481 s.d 64O ja:rr

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara O8l s.d 160 jam

t. Lamanya antara 030 s.d O8O jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

I Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGTATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI.AH L,rq,MA BARU JUMLAH
2 3 4 5 o 8

a. Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi
hasil pengawasan sebelumnya, mengol'dh dan
menganalisis untuk menJrusun rencana kerja
pengawasan) :

Anggota

b. Menyusuir r€ulcangan teknis pelaksanaan

Menyu.sun raJrcangan teknis pengawasan

Ketua

2. Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha
Pembudidayaan Ikan

a. Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan
ikan

Pengujian dan penilaian kualitas tanah :

Parameter biologi
b. Me lakukan pemeriksaan sa-rana produksi budidaya

ikan/udang/ rumput laut :

Penilaian/pengujian sarana produksi :

biologi

3. Melaksanakan pengawasan produksi dal distribusi sarana
budidaya

a. Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya

Mengolah dan menganalisis data
b. Melakukan analisis pengembangan pengawasal produksi

dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan
teknologi, produksi, peluang pasar) :

Mengolah dan menganalisis data
4. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan

Pembudidavaan lkan

a. Pengawasan sumberdaya induk/benih

r) Mengidentifikasi dan menginventarisasi :

Induk/ Benih hasil pemuliaan

2l Pemeriksaan/ Pen gujian

Fisiologi

b. Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :

Mengolah dan menganalisis data

5. Evaluasi dan Rekomendasi

a, Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan
sebagai

Anggota

b. Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas
Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan
sebagai:

langgota
ilI PEN GEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan
a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalem majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
b. Membuat karya tuts/karya ilmiah hasil penelitia4,

pengkqjian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
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NO

UNSUR YANG'DINII.-AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 5 6 7 8

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa,tinjaualr atau 
,.

ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yarg diakui oleh LIPI
d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yalg tidak dipublikasikarr

1) DaIAm bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

disebarluaskan melalui media massa
f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasErn dan atau

ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyu sun standar/ pedoman pengawasan perikanarr
a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang

pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Men5nrsun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasalr

Uji kompetensi

Mengikuti uj i kompetensi / sertifikasi dan mendapat sertif ikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahal lainnya di bidang
perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yarg
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang

b. Meneg'emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

U Buku

2l Makalah

JUML,AH UNSUR UTAMA I S/D III

:V. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang perikanan

Mengaj arl melatih pada pendidikan dan pelatitran
pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

r) Pemrasaran

2) Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai

1) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalnm organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi Ernggota orgErnisasi profesi sebagai :

l) Ketua/Wakil ketua
2l Anggota
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 8

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/ tanda j asa Satya t€ncana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 2O (dua puluh) tahun

c. l0 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh ijazah,yang tidak sesuai dengal bidang
tugasnva:

a Sarjana (Sl)/Diploma IV

b Pasca Sarjana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMI,AH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatan JenJangJabatan dl atas/dl bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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NI LAMPIRAI{ PENDT'I(UNG DIIPAI( :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatal .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangar-r profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnya

NIP

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1. . .....

2. ......
3.......
4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilal :

1. .. .. ..

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( Nama Penilai

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP,

VI Catatan Ketua Tim Peuilal :

l. . .... .

2 ......
3.......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MADYA BIDANG PENANGKAPAN IKAN
Nomor:

INSTANSI: MASA PENIT,AIAN :

E}ulan............. s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Taaggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Ke{a golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 4 5 6 8

I PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh rjazah/ gelar

a. Sarjana (S 1)/D.lV dibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 64O jam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya anta.ra 081 s.d 160 jam

f. Lamanya antara 030 s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PENANGKAPAN IKAN

1. Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

a. Menyusun rencErna pengawasan Penangkapan Ikan
Tahunan sebagai :

Ketua
b. Menyiapkan bahan penJrusunan rencana kerja

pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di
Perairan dan di Pelabuhan Perikanan

1) Triwulan
Menyusun rencana ke{a sebagai

Ketua

2l Tahunan

a) Menyusun rencana keria sebaeai
Ketua

b) Menganalisa data dan informasi

2. Melakukan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I(EGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSTIL .IM PENILAI

LAMA BARU JUMI,AI{ LAMA BARU JUMLAH
2 5 6 8

a. Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasErn

1) Kelayakan teknis Kapal Perikanan

2l Kelayakan teknis mesin kapal perikanarr

3) Laporan log book perikanan
b. Melakukan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

pengawasan

Anggota

III. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkar dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam maialah ilmiah yans diakui oleh LIPI
b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dioublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempumakan petunjuk teloris
pengawasan

3. uj kompetensi

Men gikuti uji kompetensi / sertifi kasi dal mendapat sertifikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasiorral

2l Dalam majalali ilmiah yang diakui oleh instansi yang
oerwenang

b. Meneg'emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

l) Buku

2l Makatah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III
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NO

UNSURYANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KECIATAN

ANGKA KREDIT.MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
n 3 4 5 o 8

IV. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

1. Mengqjar/melatih di bidang perikanan

Men gaj ar/ m elatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2 Mengikuti bimbingan di bidang pengawasaR perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakatya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas/moderator/narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

1) Ketua/Wakil ketua

2) Anggota

Keanggotaan dalam dm penilai jabatan fungsional Pengarvas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/ tanda j asa Satya Lencana Karya S atya

a. 3O (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. tO (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh ijazahyang tidak sesuai dengan bidang
tugasnYa:

a. Sarjana (S1)/Diploma IV

b. Pasca Sa{ana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatan JenJang Jabataa dl atas/ dl bawah

I 2 3 4 5 6 n 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

") Dicoret yang tidak perlu
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UI LAMPIRAN PENDTTKUNG DIIPAI( :

l. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. .. ..

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ......,
3. Surat pernyataan mela-kukan kegiatirn ..,..-,
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnva

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1 . ......
2. ......
3.......
4. dan setemsnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllal :

1

2

3

4 dan seterusnva

( Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II )

VI Cetatan Ketua Tlm Penllal

I. .... ..

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MADYA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan............. s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2. NIP
2 Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,q,MA BARU JUMI,AH I,AMA BARU JUMLAH
2 a 4 5 b 7 8

I PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/ gelar

a. Sa{ana (S 1)/D.IV dibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jan
d. Lamanya anta-ra 161 s.d 480 jam

e. Lamanva antara 081 s.d 160 iam

f. Lamanva antara 030 s.d O8O iam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

u PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

I Melakukan persiapan pengawaszrn mutu dan kearnanan hasil
perikanan

a. Menyusun rencana pengawasan tahunan

Ketua

b. Menyusun rancangan teknis pengawasal bulanan,
sebagai

Ketua

2. Pelaksanaan pengawasErn mutu dan keamanan hasil
perikanan

d. Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil
perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan /
distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan
prasarana disentra produksi (kapai / tambak / peruran /
pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:

Ketua
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NO

UNSUR YANG DINIII

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

\I

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL I TIM PENILAI

LAMA I BARU I JUMI..AH I I,EUN I BARU IJUMLAH
2 3 4 5 6 7 8

b. Melakukan pengambilan contoh dalarn rangka pengujrarr
/ monitoring / sertifikasi / verifikasi

Penentuan kegiatan survei
Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil
perikanan di sentra pengolahan

Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan
GMP) di unit pengolahan ikan

Skala besar
Ketua

d Mempersiapkan verifikasi p€urduan mutu (HACCP)

Melakukan verifikasi rekaman audit penerapan
HACCP

e. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan

1) Klarifikasi kasus penolakan

2l Investigasi
Anggota

3. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

a, Melakukan penyeliaan pengujian contoh
Sulit

b. Melakukan verifikasi data hasil pengujiar
Sedang

c. Melakukan verifikasi penerbitan LHU (laporan hasil uji)
dan serLifikat kesehatan

Verifikasi laporan hasil uji
4. Pelaksanaan penerapan sistem man4iemen mutu

laboratorium

a Pembuatan instruksi kerja metode pengujial
Sedang

b. Melaksanakan audit internal / audit eksternal

5. Pelaksanaan program monitoring hasil perikanan

Mengkaji kegiatan monitoring
b. Melakukan Evaluasi dan Pelaporarr

Ketua

III. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan
a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yarlg
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam maialah ilmiah yane diakui oleh LIPI
b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

t Dalam bentuk buku
2l Dalam bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendid di bidang Derikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitlan dan diedarkan
secara nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/ksya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku
2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa
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NO

UI{SUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INS'fANSI PENGUSUL TIM PEN LAI

I-AIVIA BARU JUMIIH LAMA BARU JUMI"{H
2 3 4 J o 8

Menyampaikan prasaran berupa tinjauaa, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

a Uji kompetensi

Men gikuti uji kompetensi / sertifrkasi dan mendapat sertifikat

4. Mene{emahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yarrg
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secElra nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang

b. Mene4'emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku
2l Makdah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

IV. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

t. Mengajar/melatih di bidang perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a, Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai

1) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l Anggota
4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/

internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

I Ketua/Wakil ketua

2l Anggota
5. Keanggotaan dalam tim penilai j abatal fungsional Pengawas

Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana lhrya Satya

a. 30 (Uea puluh) tahun
b. 2O (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang
nrgasnya:

a. Sa{ana (Sl)/Diploma v
b. Pasca Sarjana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Buttr Keglataa JenJang Jabataa dl atas/dl bawah.

I 2 3 + 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

") Dicoret yang tidak perlu
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NI LITMPIRAI{ PENDI'KT'NG DUPAK :

I' Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4' Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangal profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnva

NIP.

IV Catatan PeJabat Peagusul :

I . ..... .

2. :.....
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catataa Anggota Tim Penllal :

I
2

3

dan setenrsnva

(Nama Penilai
NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catataa Ketua Tim Pentlai :

1. ......
2. ......
3.......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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LAMPIRAN V-D
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KET,AUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REF"ORMASI

PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TINGKAT AHLI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN UTAMA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
Nomor:

INSTANSI: MASA PENII.AIAN :

Bulan............. s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

J. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Ke{a golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Ke{a

NO

UNSUR YANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I,AMA BARU JUMI,{H LAMA BARU JUMLAH
2 t 4 J 6 7 8

I. PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar

a. Sarjana (S 1)/D.IV dibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikaran

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 96f jam atau lebih

b. Lamanya anta.ra 641 s.d 960 jam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f Lamanya anta.ra 030 s.d 080 jam

a Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

I Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI-AH LAMA BARU JUMLAH
I 2 J 4 5 6 8

MenJrusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi
hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis
untuk menyusun rencana keq'a pengawasan) :

Ketua

2. Melaksanakan Pen gawasan Sumberdaya dan Lingkungan
Pembudidayaan Ikan

Pengawasan sumberdaya induk/benih
a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi

Induk/Benih ekspor/impor
b. Pemeriksaan/ Pengu,jian :

Genetik

c Mengolah dan menganalisa data
2 Evaluasi dan Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan
sebagai

Ketua

b. Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas

1) Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan
sebagai:

lKetua
2l Mempresentasikan bahan rekomendasi

III. PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dioublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

r) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjaual atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

l) Dalam bentuk buku
2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanal yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uji kompetensi

Mengikuti uj i kompetensi/ sertifi kasi dan mendapat sertifikat
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INS'IhNSI PE

LAMAIBARU

iKA KREI

NGUSUL

JUMI-AH

'IT 
MENURUT

TIM PENILAI

LAMAI BARUIJUMLAH
I 2 4 5 6 8

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

r) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang

b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dioublikasikan dalam bentuk :

r) Buku

2l Makalah

JUMI.AH UNSUR UTAMA I S/D III

v. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang perikanan

Mengaj ar/ melatih pada pendidikan dan pel atib an pengawaszrn

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

J. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/ lokakaty a sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai

1) Ketua/Wakil ketua

2l Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa

Penghargaan/tartda jasa Sat5ra Lencana Karya Satya

a 30 (tiga puluh) tahun

b. 20 (dua puluh) tahun

c. 1O (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

a. Sa{ana (Sl)/Diploma IV
b. Pasca Sag'ana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglataa JenJang Jabatan dI atasldt bawah

I 2 3 A 5 6 F7 8

JUMI-AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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UI LII}IPIRAII PINDT'I(I'NG DIIPAI( :

I . Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnva

NIP

TV Catatan PeJabat Peagusul :

1. ......
2. ......
3.......
4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Cataten Anggota Tim Penllal :

L ......
2. ......
3.......
4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penilai :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

NIP.

(Nama )
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN UTAMA BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Nomor;

MASA PENILAIAN :

Pulan......,..'.... s/d Bulan

NO KETERANGAN PERORAIIGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Keq'a golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

lo. Unit Ke{a

NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 4 5 o 7 8

PENDIDIKAN
I
L Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar

a. Sarjana (S 1) /D.IV dibidang Perikanan

b. Pasca Sarjana (S2) dibidang Perikanan

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tanrat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanva antara 641 s.d 960 iam

c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f. Lamanya antara 030 s.d O8O jam

3. Pendidikar dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

ll PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG PENANGKAPAN IKAN

Melakukan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

I Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasan

a. Penempatan alat bantu penangkapan/rumpon
b. Kebutuhan Awak Kapal Perikanan di Kapal perikanan

c. Hasil tangkapan ikan
2. Melakukan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

pengawasan

Ketua

III PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikalan
a. Membuat karya tulis/karya ilrniah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 4 5 6 8

1) Dalam bentuk buku yalg diterbitkan dan diedarkari secara
nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh IJPI

b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pen.elitiau,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikarian yang
tidak dipublikasikan

l) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

i) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidarg perikanan
yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

2l Dalam bentuk makalah
e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang

disebarluaskan melalui media massa

f Menyampaikan prasa.ran berupa tinjauan, gagasEln dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah

2. Menyusun standar/pedoman pengawasan perikanan

a. Menyusun dan atau menyempurnakal standar bidang
pengawasan

b. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

c, Menyusun dan atau menyempumakan petunjuk teknis
pengawasan

3. Uji kompetensi

Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertilikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang
perikanan

a. Mene{emahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang

b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makafah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III

v. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang perikanan

Men gaj ar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan

2. Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasan

3. Peran serta dalam seminar/Iokakarya dibidarg perikanan

a, Mengikuti seminar/lokakarya sebagai

r) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ narasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :

1) Ketua
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NO

UNSUTiYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

[-A.MA BARU JUMI.AH LAMA BARU JUMLAH
I 2 J 4 5 6 8

2) Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/
internasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

l) Ketua/Wakil ketua

2) Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda j asa

Penghargaan/ tanda j asa Satya Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun

b. 2O (dua puluh) tahun

c. 1O (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

a. Sarjana (Sl)/Diploma IV

b. Pasca Sa4'ana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglataa JenJang jabatan di atas/ di bawah

I 2 3 4 5 6 F7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

-) Dicoret yang tidak perlu
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UT LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyata:an nielakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyata€rn melakukan kegiatan .......
4' Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnya

NIP.

TV Catatan PeJabat Pengusul :

1. . .. ...

2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

( jabatar )

(na-ma pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Aaggota Tlm Peallal :

I
2

3

4 dan seterusnya

( Nama Penilai
NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilal :

l. ......
2. ......
3.......
4. dat seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGIG KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAW-{S PERIKANAN UTAMA BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Nomor: .

MASA PENII,AIAN :

8u1an............. s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

Nama

2. NIP
e Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10: Unit Ke{a

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII"AI

LAMA BARU JUMLAH t,AMA BARU JUMLAH
J 4 5 6 7 8

I PENDIDIKAN

I Pendidikan sekolah dbngan memperoleh ljazah / getar

a. Sarjana (S l) /D.IV dibidang Perikanan

b. Pasca Saq'ana (S2) dibidang Perikanan

c. Doktor (S3) dibidang Perikanan
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan

perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

a. Lamanya 961jam atau lebih

b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam

c. Lamanva antara 481 s.d 640 iam

d. Lamanya antara 161 s.d 480 jam

e. Lamanya antara 081 s.d 160 jam

f Lamanya anta-ra 030 s.d 080 jam

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan Golongan III

II. PENGAWASAN PERIKANAN

BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

I Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamalan hasil
perikanarr

a. Memberikan rekomendasi penilaian kesesuaian

Memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian
kesesuaian

b. Pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra

1) Mengkoordinir persiapan inspeksi negara mitra

2l Pelaksanaan inspeksi dari negara mitra

c. Pelaksanaan investigasi kasus penolakan

r) Investigasi

Ketua
2l Menyusun rekomendasi pencabutan pembekt-ran

ekspor

2. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan

a. Melakukan verifikasi data hasil pengujian
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NO

UNSURYANG DINIII,I

UNSUR, SUB UNSUR D.AN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI"AH LAMA BARU JUMI-AH
2 3 4 5 6 7 I

lSulit
b. Melakukan verifikasi penerbitar LHU (laporan hasil uji)

dan sertifikat kesehatan

Verilikasi sertifi kat kesehatan

3. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium

Pembuatan instruksi kerja metode pengujian

lSulit
1. Pelaksanaan program monitoring hasil perikanart

Menyusun bahan rekomendasi hasil monitoring

III PENGEMBANGAN PROFESI

I Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan

a, Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2l Dalam maialah ilmiah vane diakui oleh LIPI
b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang
tidak dipublikasikan

I Dalam bentuk buku
2l Dalam bentuk makalah

c. Membuat karya tulis/karya ikniah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengal gagasan sendiri di bidang perikanan
yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasiona-l

2l Dalam majalah ilmiah yalg diakui oleh LIPI

d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan
yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku
2l Dalam bentuk makalah

e. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

f. Menyampaikan prasaran benrpa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemual ilmia,h

2. Menyu sun staldar/ pedoman pengawasan perikanan
a. Men5rusun dan atau menyempurnakan standar bidang

pengawasan

b. Menyu.sun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan

Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis
pengawasan

3. uj kompetensi

Mengikuti uj i kompetensi / sertifikasi dan mendapat sertifikat

4. Menerjemahkan/menyadur buku dan ba-}-an lainnya di bidang
perikanan

a. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang
dipublikasikan dalam bentuk

r) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2l Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang

berwenang

b. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

1) Buku

2l Makatah

JUMLAH UNSUR UTAMA I S/D III
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NO

UNSURYANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANOKAKREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

I.NMA BARU JUMLAH LAMA BARU .JUMLAH

2 3 4 c 6 8

ru. PENUNJANG PENGAWASAN PERIKANAN

I Mengajar/melatih di bidang perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan

2 Mengikuti bimbingan di bidang' pengawasan perikanan

Mengikuti bimbingan pengawasa.n

3. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

a. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :

1) Pemrasaran

2l Pembahas/ moderator/ na-rasumber

3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai

1) Ketua

2l Anggota

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasiotral/
intemasional Pengawas Perikanan

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai

1) Ketua/Wakil ketua

2l Anggota

5. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas
Perikanan

Menjadi anggota Tim Penilai

6. Memperoleh penghargaan/ tanda j asa

Penghargaan / tanda j asa Satya Lencana Karya S atya

a. 3O (tiga puluh) tahun

b 20 (dua puluh) tahun

c. lo (sepuluh) tahun

7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

a. Sarjana (S1)/Diploma ru

b. Pasca Sa{ana (S2)

c. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG



- Il4 -

Butlr Keglatan JenJaagJabataa dl atas/dl bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMT,AH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

") Dicoret yang tidak perlu
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NI LAMPIRAN PENDI'KI'NG DTIPAI( :

I ' Surat pernyataan melakukan kegiatan .. . . . . -

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukal kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

:6. dan seterusnya

NIP

IV Catataa PeJabat Pengusul :

1. ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

v Catatan Anggota Tlm Peailai :

I . ..... .

2. ......
3.......
4. dan seterusnya

(Nama Penilai

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai :

I . ......
2. ......
3. ......
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP

(Nama )
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERII(ANAN DAN ANGKA KREDITI.IYA

CONTOH:
SURAT PERI{YATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS
PERIKANAN

SURAT PERI{YATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PEI..ATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8

2.
3.
4.
D.

dst



-1r7-

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANA,AN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNMN APAMTUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKMSI .NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:
SURAT PERI,IYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PERSIAPAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERI.IYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit keq'a

Telah melakukan kegiatan persiapan jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti frsik

2 3 4 5 6 7 R

I
2.
3.
4.
5.

dst
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LANIPIRAN VIII
I'EPATURAN BERSAMA
MENTERI I(ELAUTAN DAN PERIKANAN
I(EPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENIhNG
:KndNidnr.r pBr.er<sANAAN eERATURAN MENTERT
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERI.IYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERT\TYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEI.AKSANAAN PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP,

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
I

2.
J.

4.
5.
dst



- 119 -

LAMPIRAN IX
PERATURAN BDRSAMA
MENTERI KEI.AUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2OI1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIIiq,NAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS PENCAWASAN PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PENGAWASAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analisis pengawasan perikanan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Iftedit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.
dst
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LAMPIRAN X . :

PERATURAN BERSI\MA :

MENTERI KELAUTAN DeN PeRIKANeN .

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR OI TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATA,N EVALUASI PENGAWASAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerl'a

Telah melakukan kegiatan evaluasi pengawasan perikanan sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI PENGAWASAN PERIKANAN

Atasan Lan.gsung

NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti frsik

2 3 4 5 6 7 8I
2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.
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LAMPIRAN XI : :

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPAI-A. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERII(ANAN DAN ANGKA KREDITIVYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERI.IYATAAN

MELAKUKAN KEGI.ATAN PENGEMBANGAN PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongarl ruang/TMT
Jabatan
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit ke{a

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.

dst
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI'NOMOR 01 TAHUN
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL'PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIAIAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERIVYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas jabatan fungsional Pe4gawas Perikanan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumla-l.
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti frsik

I 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.

dst
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PENETAPAN ANGKA KREDIT
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PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
IVIENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENIhNG
KETENTUAN PEL.{KSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAI.I REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2O1i 'I'ENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

Instansi:

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

TEM BUSA\ disampaikan kepada:
1. Pengawas Perikanan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersalgkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka lGedit.

Masa Penilaian: ..... :... :....,..s/d..................

Ditetapkan di ...............
Pada tanggeJ

Pejabat Yang Berwenang
Menetapkan Angka lftedit

Narna Lengkap

I KETERANGAN PERORANGAN

I Nama
2 NIP
3 Nomor Seri KARPEG

Panekat/ Golonsan ruans TMT
Temoat dan Tanseal lahir

6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan yans diperhitungkan aneka kreditnva
8 Jabatan Funesional/TMT

9 Masa Kerja Golongan ffi
10 Unit Keria

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

I UNSUR UTAMA

A Pendidikan
1) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

pengawasan perikanan dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
atau Sertifikat

3l Pendidikan dan pelatihan Praiabatan
B Tusas Pokok
c Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG

Penuniang T\rgas Pengawas Perikanan
Jumlah Unsur Penunians

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III DAPAT DIPERTIMBANGKAN
PANGKAT....

UNTUK DINAIKKAN
......_.. / TMT

DALAM JABATAN

NIP.
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CONTOH:
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

Reformasi Birokrasi

Badan Kepegawaian

' KEPUTUSAN
M ENTERT / GUBERNUR/ BUPATT / WALTKOTA*)

TENTANG

KENAII(AN JABATAN DAI.,AM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *)

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.O2/MEN /2Q12 dan Nomor
18 Tahun 2OL2 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

o 
:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. .::.:... ........ . .. .. ..... ....... .. i ;l; '

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Nomor 01 Tahun 2011;

5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala
Negara Nomor PB.O2IMEN/2OL2 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit ke{a : ................

dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan jenjang .................... ke

lT:11 l--l-:- lit*- itr:l :-:--"".;*"
..........**)

Apabila kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

dalam jabatan
kredit sebesar

akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
l. Menteri Kelautan dan Perikanan;
?. 4"p"1" PgAq Kepegawai-an--N-egara/Kan-tor Regioq{ Bf![ Vane_bersangkutan; ")3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepalq Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPAI.,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITT{YA

CONTOH:
SURAT PERINGATAN

DARI
KEPADA YTH.
ALAMAT
TANGGAL

Nomor:

1. Dengan ini memberitahukan
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang/TMT
Jabatan
Unit ke{a

dengan hormat, bahwa:

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
....... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya dan
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
PB.O2/MEN/2O12 dan Nomor 18 Tahun 2OL2 dimrnta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka
kredit yang dipersyaratkan.

Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari
Jabatan Pengawas Perikanan.

Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

?. 49p"t^ Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Perikanan yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

") Coret yang tidak perlu.

2.

3.

4.
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LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PEI.AKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEPUTUSAN
MENTERT / GUBERNUR/ BUPATT / WALTKOTA*)

NOMOR : .................
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERT / GUBERNUR/ BUPATT /WALTKOTA, *)

a. bahwa Saudara . NIP .......... jabatan....... pangkat/
tanggal berdasarkan

tanggal .....;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan, dipandang perlu membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Perikanan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 01 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor P8.02/MEN/2OI2 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSI(AN:

membebaskan sementara dari

;il';il;; il;il;;;;; ;ilil; il; ;;il#l akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

NIP.

TEMBUSAN:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;")
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka lcredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.*)

") Coret yang tidak perlu.
"*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN XVII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERT / GUBERNUR/ BUPATT / WALTKOTA*)

NoMoR :..................ilNi;r.i;..

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat kembali Saudara ... dalam jabatan Pengawas Perikanan;

b.

Mengingat

,.................. ..,..,..,....,**);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tatrun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011;

5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor PB.O2IMEN/2OL2 dan Nomor 18 Tahun 2012;

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

MEMUTUSKAN:

...mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit ke{a

:i"-llii* 1lT::*: *:illllliiT ;;i ( )

............*")
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
l. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT



KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*)

NOMOR : ."......'......'
TENTANG

PEMBERHENT1AN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
I(ARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TEI"AH MEMPUI.IYAI KEKUATAN HUKUM

TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)

Menimbang : a,

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,*)

bahwa Saudara ....... NIP jabatan .'... pangkat/
golongan ruang ........ ..terhitung mulai tanggal .'................ berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang Nomor ......... tanggd .................."'
telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

COMOH:
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

b.

Mengingat : l.

Menetapkan
PERTAMA

r28 -

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITT.IYA

telah diubah dengan

telah diubah dengan

4.
5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2Ol1;
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor P8.02IMEN/2OI2 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal .............. memberhentikan dengan hormat
dari jabatan Pengawas Perikanan:

2.

3.

a.
b.

Nama
NIP

c. Pangkat/Golongan
d. Unit Kerja

Ruang/TMT:

KEDUA
KETIGA

**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. KepeJa Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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T.AMPIRAN XIX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEI,AUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:
KEPUTUSAN PEI{YESUAIAN DAI.-AM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA*)

NoMoR :..................fiNiA.iC

PEI.IYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Menimbang :

MENTERI/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,*)

a. bahwa Saudara NIP ............... dengan Keputusan Nomor: !.'.!....'
tanggal .. terhitung mulai tanggal ................ telah ditugaskan melakukan
kegiatan ....... pada ..'....'.;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan
keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Nomor 01 Tahun 2011;

5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala
Negara Nomor PB.O2/MEN/2O12 dan Nomor 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

c. Pangftat/golongan ruang/TMT
d. Unit ke{a

Reformasi Birokrasi

Badan Kepegawaian

:

: Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

rng/TMT : ......

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan

yang bersangkutan.*)

") Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

sebesar

*")
**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.......................
pada tanggal


